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KATA PENGANTAR 
 

 
Berdasarakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Kewajiban instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja 

(LAKIN) adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi 

dan misi organisasi dan merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada 

masyarakat atas kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Selain itu Laporan 

Kinerja merupakan pertanggungjawaban dari implementasi manajemen kinerja di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

300/KMK.01/2022 Laporan Kinerja periode tahun 2024 dan merupakan alat pengendali 

organisasi dan pegawai pada KPP Pratama Serang Barat untuk memastikan bahwa proses 

bisnis yang telah dijalankan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan arah yang telah 

ditetapkan. Selain itu 

Kami patut bersyukur bahwa hampir seluruh target pada IKU KPP Pratama Serang Barat 

pada tahun 2024 dapat tercapai. Pencapaian target penerimaan KPP Pratama Serang Barat 

di tahun 2024 sebesar Rp1,353,- triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp1,357,- triliun atau 

101,66%, dan menjadi penanda tercapainya target penerimaan pajak selama empat tahun 

terakhir (quattrick penerimaan pajak). 

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai KPP Pratama 

Serang Barat yang telah bekerja keras dengan keikhlasan dan komitmen yang tinggi serta 

kerjasama dari para stakeholders. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua 

pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Serang Barat Tahun 

2024 ini. Kami mengharapkan apa yang tertuang dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Serang 

Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi peningkatan mutu pelaksanaan tugas 

dan fungsi KPP Pratama Serang Barat di masa mendatang tetapi juga sebagai masukan 

dalam penyempurnaan kebijakan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 

 
Serang, 30 Januari 2025 

Kepala Kantor, 
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Taufiq 

NIP 19721022 199212 1 002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang 

berkontribusi dalam penerimaan negara. Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan 

unit kantor operasional. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan bagian dalam unit kantor 

operasional yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada 

Wajib Pajak. KPP Pratama Serang Barat berada di bawah Kantor Wilayah DJP Banten dan 

bertugas menangani Wajib Pajak yang berlokasi di Kota Serang. 

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu mendukung tercapainya peningkatan 

penerimaan pajak dan pengamanan penerimaan pajak melalui potensi pajak yang diutamakan 

yang terbesar dahulu diantaranya sektor pertambangan setelah itu baru menggali dari potensi-

potensi sektor yang dapat menunjang penerimaan. Sasaran dari KPP adalah mengupayakan 

tercapainya rasio kepatuhan Wajib Pajak agar tercapai penerimaan pajak yang telah 

ditetapkan dalam APBN, sesuai dalam UUD 1945 pajak tercantum dalam pasal 23A. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan: 

1. Seluruh pegawainya termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan demikian agar 

sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai; 

2. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara transparan, sehingga 

dapat menjadi pedoman dimasa mendatang agar kinerja tahun ini lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Serang Barat merupakan sebuah tantangan, 

khususnya dalam situasi perkembangan perekonomian dunia di tahun 2024 yang berfluktuasi 

serta gejolak perang pada beberapa negara. KPP Pratama Serang Barat senantiasa berupaya 

untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai target yang ditetapkan. Dengan 

disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan untuk mencapai keberhasilan KPP Pratama Serang Barat, khususnya untuk semakin 

memotivasi untuk peningkatan kinerja dalam rangka turut membantu mengamankan 

penerimaan negara dari sektor pajak. 

 Target kinerja KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) 

Sasaran Strategis dan 20 (duapulih) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,85. Rincian hasil tersebut di tabel berikut: 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/Indikator 
Kinerja Utama 

Target Realisasi Polarisasi V/C 
Bobot 

IKU 
Bobot 

Tertimbang 
Indeks 

Capaian 

  Stakeholder Perspective           30,00% 98,54 

1 
Penerimaan negara dari sektor 
pajak yang optimal 

            98,54 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak 

100,00% 101,66% Max E/L 26,00% 57,78% 101,66 

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

100,00 94,27 Max P/L 19,00% 42,22% 94,27 

  Customer Perspective                                                                                                                                                                                   20,00% 102,94 

2 
Kepatuhan tahun berjalan yang 
tinggi 

            
105,68 

2a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100,00% 101,72% Max E/L 26,00% 57,78% 101,72 

2b-CP Persentase capaian tingkat 
kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
dan Orang Pribadi 

100,00% 111,11% Max P/L 19,00% 42,22% 111,11 
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3 
Kepatuhan tahun sebelumnya yang 
tinggi 

            
100,20 

3a-CP Persentase real kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM) 

100,00% 100,20% Max E/M 21,00% 100,00% 100,20 

  Internal Process Perspective                                                                                                                                                                         25,00% 115,11 

4 
Edukasi dan pelayanan yang 
efektif 

            
113,98 

4a-CP Persentase perubahan perilaku 
lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan 

74,00% 88,80% Max E/M 21,00% 50,00% 120,00 

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan 
efektivitas penyuluhan 

100,00% 107,95% Max E/M 21,00% 50,00% 107,95 

5 
Persentase pengawasan 
pembayaran masa 

            
120,00 

5a-CP Persentase pengawasan 
pembayaran masa 

90,00% 116,80% Max P/M 14,00% 100,00% 120,00 

6 
Pengujian kepatuhan material yang 
efektif 

            
108,90 

6a-CP Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan atas data 
dan/atau keterangan 

100,00% 115,83% Max P/M 14,00% 33,33% 115,83 

6b-N Persentase pemanfaatan data 
selain tahun berjalan 

100,00% 119,48% Max P/M 14,00% 33,33% 119,48 

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 
waktu 

100,00% 91,41% Max P/M 14,00% 33,33% 91,41 

7 Penegakan hukum yang efektif             112,69 

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan 
dan penilaian 

100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 26,92% 120,00 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 110,76% Max P/L 19,00% 36,54% 120,00 

7c-N Persentase penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti Permulaan 

100,00% 100,00% Max P/L 19,00% 36,54% 100,00 

8 
Data dan informasi yang 
berkualitas 

            
120,00 

8a-CP Persentase penyelesaian laporan 
pengamatan dan penyediaan data 
potensi perpajakan 

100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 42,42% 120,00 

8b-CP Persentase penghimpunan data 
regional dari ILAP 

55,00% 94,00% Max P/L 19,00% 57,58% 120,00 

  Learning & Growth  Perspective                                                                                                                                                                    25,00% 115,68 

9 
Pengelolaan Organisasi dan SDM 
yang adaptif 

            
111,35 

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan 
pelaksanaan kegiatan kebintalan 
SDM 

100,00 116,16 Max P/M 14,00% 33,33% 116,16 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 92,45 Max P/M 14,00% 33,33% 108,77 

9c-N Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen 
risiko 

90,00 98,24 Max P/M 14,00% 33,33% 109,15 

10 
Pengelolaan keuangan yang 
akuntabel 

            
120,00 

10a-CP Indeks kinerja kualitas 
pelaksanaan anggaran 

91,00 100,00 Max P/M 14,00% 100,00% 120,00 

Nilai Kinerja Organisasi 107,85 
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BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun 

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran 

strategis instansi, baik berupa pertanggungjawaban output (keluaran), outcome (hasil) yang 

diteruskan sampai kepada benefit (manfaat) dan impact (dampak) dari kegiatan yang 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi keberhasilan maupun kegagalan. Adapun Laporan 

Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Serang Barat tahun 2024 merupakan laporan yang disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target yang diamanatkan di tahun 2024, 

yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan 

Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat Tahun 2024.  

Di dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020—2024, terdapat potensi 

dan permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak. Perluasan subyek dan obyek penerimaan 

perpajakan, adanya kemudahan akses dan pertukaran data, pemanfaatan teknologi dan 

informasi serta pesatnya perumbuhan e-commerce merupakan potensi yang dimiliki Direktorat 

Jenderal Pajak sedangkan disisi lain terdapat permasalahan dalam penerimaan pajak masih 

timbul akibat administrasi perpajakan yang belum optimal, rendahnya pengetahuan dan 

kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi pemajakan atas 

perdagangan melalui transaksi elektronik yang belum rampung, basis data transaksi digital 

yang belum tersedia, serta pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak menurunnya 

penerimaan negara. Disamping potensi dan permasalahan pada fungsi penerimaan yang 

diamanahkan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki potensi 

dan permasalahan internal berupa tantangan Transformasi Kelembagaan, pengelolaan 

sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan teknologi informasi.  

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran 

strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020 - 2024 

sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan 

berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.  

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal 

adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.  

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, 

efektif, dan efisien adalah: 

a. Organisasi dan SDM yang optimal. 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. 

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menter! Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 8 

 

Serang Barat (KPP Pratama Serang Barat) adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, 

pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan 

Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 

tentang Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, fungsi KPP Pratama Serang Barat adalah : 

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta 

melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi 

subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Sesuai dengan PMK 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan menimbang Diktum Pertama angka 1 Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.01/2015. KPP Pratama Serang Barat dibentuk sebagai 

unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Banten. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

308/PJ/2024 tentang Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana 

Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Fungsi KPP Pratama Serang Barat adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

2. Penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak 

dalam wilayah wewenang kpp untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;  

3. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak; 

4. Pendaftaran wajib pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan nomor pokok wajib 

pajak, pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak, dan pemberian nomor objek 

pajak;  

5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak; 

6. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun 

masyarakat;  

7. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam 

rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra; 

8. Pendataan, pengenaan, dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak; 

9. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan;  

10. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program 

pengungkapan sukarela; 

11. Analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi 

perpajakan internasional; 

12. Penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan 

eksternal; 

13. Produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan; 

14. Penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan pajak bumi dan bangunan; 

15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

16. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal; 
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17. Penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak; 

18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;  

19. Penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; 

20. Pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan 

teknologi informasi; 

21. Pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan; 

22. Pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan pelaksanaan administrasi kantor. 

Struktur organisasi KPP Pratama Serang Barat sesuai dengan KEP-308/PJ/2024 adalah 

tergambar didalam tabel dibawah ini : 

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat 

 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  

Memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, 

pengelolaan kinerja pegawai dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan 

Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan Fraud Risk Scenario, penyusunan 

laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan 

pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan 

manajemen pengetahuan.  

Untuk tahun 2024, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dikoordinasikan di Subbagian 

Umum dan Kepatuhan Internal.  Dengan adanya tugas dan fungsi yang baru, maka untuk 

tahun berikutnya pengelolaan kinerja organisasi dan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) 

akan dikoordinasikan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data. 

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data 

Memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian 

perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama 

perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan 

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak 

lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, 

dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal 

dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan 

administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan 

basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja 

organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan. 
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3. Seksi Pelayanan  

Memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian 

layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban 

perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga 

Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses 

penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak 

atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan 

penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan 

masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga 

Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan. 

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan 

Memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaandalam rangka 

pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, 

pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan 

pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, 

pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan 

penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak 

kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang 

pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan 

pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, 

penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan 

penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan. 

5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI 

Memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui 

perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis 

pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, 

pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, 

penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan 

pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling 

kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan 

program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan 

pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, melakukan 

pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis 

informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan 

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan 

perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, 

melakukan penatusahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis 

data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen 

pengetahuan. 

Isu strategis yang berkaitan dengan organisasi : 

Bahwa Kebijakan kelembagaan untuk penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) bertujuan untuk menciptakan organisasi yang tepat secara struktur dan proses bisnis 

dalam rangka mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi DJP. Penataan organisasi DJP 

secara umum dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal 
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yang mempengaruhi adalah adanya upaya peningkatan efektivitas rentang kendali, rentang 

pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi. Sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi adalah adanya perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, 

kebijakan politik yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi DJP.  

Selain itu, kondisi geografis dan demografi Negara Republik Indonesia juga ikut 

memengaruhi kebijakan penataan organisasi. Dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 

2024, kebijakan dalam hal penataan organisasi meliputi hal-hal berikut : 

1. Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui penataan organisasi KPDJP.  

2. Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui pembentukan klasifikasi KPP di 

lingkungan DJP.  

Konsep strategi pengumpulan penerimaan pajak di tahun yang akan datang adalah 

membuat strategi yang berbeda untuk KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya 

dengan yang dilakukan KPP Pratama. KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya 

akan berfokus pada pengamanan penerimaan pajak. Tiga jenis KPP ini akan mengampu tugas 

untuk mengamankan 80-85% dari total target penerimaan pajak secara nasional. Sedangkan 

untuk KPP Pratama akan dititikberatkan pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang 

berbasis pada penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah akan menyasar pada sentra sentra 

ekonomi yang biasanya menjalankan cash economy atau underground economy yang saat ini 

belum terdeteksi potensi perpajakannya secara optimal.  

Sumber daya manusia (SDM) yang optimal merupakan aset yang paling penting bagi KPP 

Pratama Serang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dalam peta strategi tahun 2024, pengelolaan SDM yang adaptif dan peningkatan kualitas SDM 

merupakan salah satu sasaran strategis dalam kelompok learning and growth perspective. 

Secara umum, sampai dengan saat ini jumlah pegawai   

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat terdiri dari 90 pegawai dengan 

perbandingan pegawai Pria (73,33%) dan Wanita (26,67%).  Gambaran Sumber daya 

manusia (SDM) dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan, 

golongan, sebaran pegawai per eselon III, IV, Jabatan Fungsional dan tingkat Pendidikan serta 

Rentang Usia berdasarkan data SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) 

yang diolah. 

Grafik 1.1  Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan 

 
Berdasarkan grafik diatas sebagian besar atau sebanyak 35,56% dari total jumlah 

pegawai adalah pelaksana, sebanyak 31,11 adalah Account Representativ (AR), sebanyak 

11,11% adalah pejabat eselon IV, dan sebanyak 21,11% adalah pejabat fungsional.  

Pada kelompok pegawai Eselon III, Eselon IV, Fungional Pemeriksa, Penilai dan 

Penyuluh, seluruhnya adalah pria. Sedangkan untuk AR pegawai pria dan Wanita sebanding 

jumlahnya dan untuk jumlah pegawai pelaksana pria sebanyak 68,75% dari total pegawai 

pelaksana.  
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Grafik 1.2  Komposisi SDM Berdasarkan Golongan 

 

Pegawai KPP Pratama Serang Barat berdasarkan golongan seperti tampak pada 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 71,11% 

dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 36,67% 

pegawai dengan golongan II dan sisanya sebanyak 5,56% adalah pegawai dengan golongan 

IV.  

Grafik 1.3  Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Formil 

 

Komposisi pegawai KPP Pratama Serang Barat menurut tingkat pendidikan terakhirnya 

(berdasarkan grafik diatas), menunjukkan sebagian besar atau 41,11% pegawai memiliki 

pendidikan terakhir strata 1 (SI/D4) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 16,67 

% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (23,33%), D1 (10%), dan SMA (8,89%). Untuk 

pegawai yang berpendidikan (S1/D4) sebanyak 67,57% adalah pria dan wanita sebanyak 

32,43%. 

 

Grafik 1.4  Komposisi SDM berdasarkan Usia 
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Grafik 1.5  Komposisi SDM berdasarkan Usia 

 

Sesuai grafik diatas, sebagaian besar usia pegawai di KPP Pratama Serang Barat antara 

0 - 29 tahun (30,00%) yang terdiri dari pria (51,85%) dan Wanita (48,15%). Sedangkan jumlah 

pegawai usia antara 40 – 49 tahun (21,11%) merupakan rentang usia pegaawai yang paling 

sedikit yang mana terdiri dari pria (89,47%) dan wanita (10,53%). 

Isu strategis yang berkaitan dengan SDM : 

Arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 – 2024 mengacu pada 

Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 

11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana 

tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut: 

1. Terbentuknya pegawai berkinerja prima (excellent performance employee); 

2. Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan 

komprehensif; 

3. Terwujudnya budaya berbasis kinerja; 

4. Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif; 

5. Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki 

kepemimpinan dan motivasi yang tinggi; 

6. Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif; 

7. Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit; 

8. Tersedianya pengendalian internal yang handal; 

9. Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang 

terintegrasi; 

10. Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan  

11. Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan. 

Dengan adanya tujuan strategis DJP diharapkan dimasa yang akan datang akan 

terwujud paratur Perpajakan yang Berintegritas, Profesional, Kompeten dan Berkinerja Tinggi. 

C. Sistematika Penyajian Laporan 

Pada dasarnya, Laporan Kinerja KPP Pratama Serang Barat Tahun 2024 ini 

menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat selama tahun 

2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasinya 

sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui penyebab 

ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian 

LAKIN KPP Pratama Serang Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
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1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang organisasi secara umum dengan atas aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. 

2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat Tahun 2024. 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja,  

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran, IKU, Perbandingan Kinerja dan Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal 

Pajak Tahun 2020 – 2024, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja lain-lain dan 

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. 

4. Bab IV Penutup,  

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan secara umum tentang 

Keberhasilan/Kegagalan dan menguraikan Rekomendasi yang diperlukan bagi Perbaikan 

Kinerja di Masa Mendatang. 

Lampiran, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja. 
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BAB II   PERENCANAAN KINERJA 

A. Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai 

bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang 

diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Strategis KPP Pratama Pangkal Pinang 

mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang 

Rencana Strategis DJP Tahun 2023-2024. Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 ini 

menjadi pedoman arah dan kebijakan DJP  untuk menetapkan kebijakan dan strategi baik di 

pusat maupun di unit-unit vertikal dalam rangka mencapai tugas utama DJP yaitu 

mengumpulkan penerimaan pajak serta dalam rangka mendukung sembilan agenda prioritas 

pembangunan (Nawa Cita) yang terkait dengan DJP, yaitu terwujudnya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 

A.1. Pernyataan Misi  

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan 

fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi 

melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan 

mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai 

kemajuan teknologi. 

Dalam rangka pencapaian Visi diatas maka Misi KPP Pratama Pangkal Pinang mengacu 

kepada misi DJP yaitu:  

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, 

edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang 

adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. 

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang 

tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP 

diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu 

penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun 

bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek 

dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, 

organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi 

A.2. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam 

kurun waktu tertentu. Tujuan dari KPP Pratama Pangkal Pinang adalah mendukung tercapainya 

peningkatan penerimaan pajak dan pengamanan penerimaan pajak.  Kementerian Keuangan 

telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian 

Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi: 

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 

2. Penerimaan negara yang optimal; 

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas; 

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan 
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produktif dengan risiko yang terkendali: dan 

5. Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien. 

Sejalan dengan hali tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak 

menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal 

Pajak periode 2020 – 2024 yaitu: 

1. Pengelolaan fiskal yang berkelanjutan; 

2. Penerimaan negara yang optimal; 

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. 

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang 

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai 

berikut: 

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan 

berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. 

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah 

penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. 

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, 

efektif, dan efisien adalah: 

(a). Organisasi dan SDM yang optimal. 

(b). Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. 

(c). Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020-2024,capaian 

pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu ‘Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai 

Nawacita Kedua. RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda 

pembangunan, yaitu: 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan 

dasar; 

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; 

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi 

pelayanan publik. 

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah 

Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam 

Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi: 

1. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha 

dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan 

peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan 

yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum 
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perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

2. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); 

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan 

barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. 

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 

yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB. 

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP 

mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional. 

2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system). 

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi 

perpajakan yang terintegrasi. 

A.3. Program  

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan 

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai 

dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. KPP Pratama Serang Barat mempunyai program 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan kegiatan kantor; 

2. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan; 

3. Percepatan penyelesaian pelayanan; 

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan;  

5. Pemanfaatan data pihak ketiga; 

6. Pengawasan administrasi; 

7. Peningkatan edukasi dan penyuluhan; 

8. Pengamatan potensi perpajakan. 

A.4. Rencana Kerja 

Penyusunan rencana kinerja KPP Serang Barat untuk tahun 2024 dilakukan dengan 

mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 

2024.  Berikut adalah rincian terkait hal tersebut.: 

NO Kode IKU Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra/Renja DJP 

1 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  Persentase realisasi penerimaan 

negara 

2 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas 

 - 

3 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) 

Persentase realisasi penerimaan 

negara 

4 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi 

 - 

5 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) 

Persentase realisasi penerimaan 

negara 

6 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor 

dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

 - 
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penyuluhan 

7 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan 

efektivitas penyuluhan 

Indeks kepuasan publik atas layanan 

DJP 

8 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran 

masa 

 

9 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

Indeks efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan 

10 6b-N Persentase pemanfaatan data selain 

tahun berjalan  

Persentase penambahan WP hasil 

ekstensifikasi 

11 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 

 - 

12 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 

penilaian 

Tingkat efektivitas pengawasan dan 

penegakan hukum pajak 

13 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan Tingkat efektivitas pengawasan dan 

penegakan hukum pajak 

14 7c-N Persentase penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti Permulaan 

 - 

15 8a-CP Persentase penyelesaian laporan 

pengamatan dan penyediaan data 

potensi perpajakan 

 - 

16 8b-CP Persentase penghimpunan data regional 

dari ILAP 

 - 

17 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan 

pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 

 - 

18 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit  - 

19 9c-N Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan manajemen 

risiko 

 - 

20 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran 

 - 

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024  

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan 

Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja 

yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Perjanjian Kinerja 

tahun 2023 KPP Pratama Serang Barat berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, 

Renja DJP.  

Peta Strategi Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Serang Barat adalah sebagai berikut : 
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Dari Peta Strategis tersebut terlihat bahwa KPP memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis 

(SS) yang diidentifikasi ke 20 (duapuluh) IKU sesuai Tabel Daftar Sasaran Strategis KPP 

Pratama Serang Barat tahun 2024. 

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat 

Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam 

pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, 

arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI 

Baru, Hapus, maupun Perbaikan”. 

Hasil Refinement Peta Strategi dan IKU tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 

seluruh unit DJP termasuk KPP Pratama Serang Barat. Adapun rincian hal tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama 
Target 
2023 

Target 
2024 

  Stakeholder Perspective (30%)    

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal     

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,00% 

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

100,00 100,00 

  Customer Perspective  (20%)                                                                                                                                                                            

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi     

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100,00% 100,00% 

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

100,00% 100,00% 
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3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi     

3a-CP Persentase realisasi  kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 100,00% 100,00% 

  Internal Process Perspective (25%)                                                                                                                                                                

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif     

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi 
dan penyuluhan 

70,00% 74,00% 

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan -  100.00  

5 Persentase pengawasan pembayaran masa     

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 90,00% 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif     

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 
keterangan 

100,00% 100,00% 

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 100,00% 

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu - 100,00% 

7 Penegakan hukum yang efektif     

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian - 100,00% 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 75,00% 

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan - 100,00% 

8 Data dan informasi yang berkualitas     

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data 
potensi perpajakan 

- 100,00% 

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 55,00% 

  Learning & Growth  Perspective (25%)                                                                                                                                                          

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif     

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM - 100,00 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 85,00 

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko - 90,00 

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel     

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 91,00 
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BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen 

Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen 

Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja 

organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 

output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas 

Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan 

memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. 

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

 

Perkembangan NKO KPP Pratama Serang Barat dari tahun 2020 s.d 2023 adalah sebagai 

berikut : 

 

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat dilakukan dengan cara 

membandingkan target dan realisasi nilai IKU pada tahun 2024 serta capaian Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. NKO merupakan total capaian IKU 

yang telah disesuaikan dengan bobot tertimbang masing-masing IKU. 

107,99 

111,74

113,73

108,28
107,85

 104,00

 105,00

 106,00

 107,00

 108,00

 109,00

 110,00

 111,00

 112,00

 113,00

 114,00

 115,00

2020 2021 2022 2023 2024

Capaian NKO KPP Pratama Serang Barat
Tahun 2020 s.d 2024
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NO Sasaran Strategis/ 
Bobot 

Tertimbang 
NKO 2023 

Indeks 
Capaian 

NKO 2023 

Bobot 
Tertimbang 
NKO 2024 

Indeks 
Capaian NKO 

2024 

1 Stakeholder Perspective 30% 32,46 30% 29,56 

2 Customer Perspective 20% 17,02 20% 20,58 

3 Internal Process Perspective 25% 29,47 25% 28,77 

4 Learning & Growth  Perspective 25% 29,33 25% 28,92 

Nilai Kinerja Organisasi  108,29  107,85 

Realisasi capaian NKO KPP Pratama Serang Barat tahun 2024 sebesar 107,85 % yang 

terdiri dari Indeks Capaian NKO Stakeholder Perspective sebesar 29,56%, Customer 

Perspective sebesar 20,58%, Internal Process Perspective sebesar 28,77%, serta Learning & 

Growth Perspective sebesar 28,92%.  

Secara keseluruhan di tahun 2024, 17 (tujuh belas) IKU berstatus hujau dan 3 (tiga) IKU 

berstatus kuning. Adapun secara keseluruhan dapat dilihat sesuai tabel empat dibawah ini : 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/Indikator 
Kinerja Utama 

Target Realisasi Polarisasi V/C Bobot IKU 
Bobot 

Tertimbang 
Indeks 

Capaian 

  Stakeholder Perspective           30,00% 98,54 

1 
Penerimaan negara dari sektor 
pajak yang optimal 

            98,54 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak 

100,00% 101,66% Max E/L 26,00% 57,78% 101,66 

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

100,00 94,27 Max P/L 19,00% 42,22% 94,27 

  Customer Perspective                                                                                                                                                                                   20,00% 102,94 

2 
Kepatuhan tahun berjalan yang 
tinggi 

            
105,68 

2a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100,00% 101,72% Max E/L 26,00% 57,78% 101,72 

2b-CP Persentase capaian tingkat 
kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
dan Orang Pribadi 

100,00% 111,11% Max P/L 19,00% 42,22% 111,11 

3 
Kepatuhan tahun sebelumnya yang 
tinggi 

            
100,20 

3a-CP Persentase real kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM) 

100,00% 100,20% Max E/M 21,00% 100,00% 100,20 

  Internal Process Perspective                                                                                                                                                                         25,00% 115,11 

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif             113,98 

4a-CP Persentase perubahan perilaku 
lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan 

74,00% 88,80% Max E/M 21,00% 50,00% 120,00 

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan 
efektivitas penyuluhan 

100,00% 107,95% Max E/M 21,00% 50,00% 107,95 

5 
Persentase pengawasan 
pembayaran masa 

            
120,00 

5a-CP Persentase pengawasan 
pembayaran masa 

90,00% 116,80% Max P/M 14,00% 100,00% 120,00 

6 
Pengujian kepatuhan material yang 
efektif 

            
108,90 

6a-CP Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan atas data 
dan/atau keterangan 

100,00% 115,83% Max P/M 14,00% 33,33% 115,83 

6b-N Persentase pemanfaatan data 
selain tahun berjalan 

100,00% 119,48% Max P/M 14,00% 33,33% 119,48 

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 
waktu 

100,00% 91,41% Max P/M 14,00% 33,33% 91,41 

7 Penegakan hukum yang efektif             112,69 

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 
penilaian 

100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 26,92% 120,00 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 110,76% Max P/L 19,00% 36,54% 120,00 
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7c-N Persentase penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti Permulaan 

100,00% 100,00% Max P/L 19,00% 36,54% 100,00 

8 Data dan informasi yang berkualitas             120,00 

8a-CP Persentase penyelesaian laporan 
pengamatan dan penyediaan data 
potensi perpajakan 

100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 42,42% 120,00 

8b-CP Persentase penghimpunan data 
regional dari ILAP 

55,00% 94,00% Max P/L 19,00% 57,58% 120,00 

  Learning & Growth  Perspective                                                                                                                                                                    25,00% 115,68 

9 
Pengelolaan Organisasi dan SDM 
yang adaptif 

            
111,35 

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan 
pelaksanaan kegiatan kebintalan 
SDM 

100,00 116,16 Max P/M 14,00% 33,33% 116,16 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 92,45 Max P/M 14,00% 33,33% 108,77 

9c-N Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen 
risiko 

90,00 98,24 Max P/M 14,00% 33,33% 109,15 

10 
Pengelolaan keuangan yang 
akuntabel 

            
120,00 

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran 

91,00 100,00 Max P/M 14,00% 100,00% 120,00 

Nilai Kinerja Organisasi 107,85 

Stakeholder Perspective 

I. SS - Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan 

regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan 

Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 

IKU- 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 15% 40% 40% 65% 65% 100% 100% 

Realisasi 13,77% 35,83% 35,83% 55,57% 55,57% 101,66% 101,66% 

Capaian 91,80 89,58 89,58 85,49 85,49 101,66 101,66 

Formula IKU : 

 Realisasi Penerimaan Pajak 
X 100% 

 Target Penerimaan Pajak 

Deskripsi IKU  

Perhitungan IKU persentase realisasi penerimaan pajak ini meliputi realisasi penerimaan 

pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak adalah 

jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga 

(SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target 

penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang 

didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil 

DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.Optimalisasi 

penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; 

pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan. 

Realisasi IKU : 
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Tabel 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak  

KPP Pratama Serang Barat Per Jenis Pajak 

Jenis Pajak Target 

Realisasi s.d 31 Desember (dalam Jutaan Rupiah) 

2024 2023 
% 2024-

2023 
% Pencapaian 

PPh Non Migas 79.953,54 69.876,60 64.092,67 9,02% 87,40% 

411121 - PPh Pasal 21 52.498,36 47.415,32 41.069,87 15,45% 90,32% 

411128 - PPh Final & FLN 18.537,93 13.118,88 13.991,47 -6,24% 70,77% 

411124 - PPh Pasal 23 3.378,27 4.392,97 3.943,93 11,39% 130,04% 

411126 - PPh Pasal 25/29 Badan 3.459,82 3.285,22 3.513,91 -6,51% 94,95% 

411122 - PPh Pasal 22 1.271,66 744,27 1.000,67 -25,62% 58,53% 

411125 - PPh Pasal 25/29 OP 647,62 598,26 470,13 27,25% 92,38% 

411123 - PPh Pasal 22 Impor 136,38 312,57 108,67 187,64% 229,19% 

411127 - PPh Pasal 26 23,35 9,11 (6,01) 251,48% 39,01% 

411129 - PPh Non Migas Lainnya 0,14 - 0,03 -100,00% 0,00% 

411131 - PPh Final & FLN - - - nan 0,00% 

PPN dan PPnBM 51.610,99 64.460,38 68.165,93 -5,44% 124,90% 

411211 - PPN Dalam Negeri 51.042,04 63.721,14 67.596,90 -5,73% 124,84% 

411212 - PPN Impor 424,45 412,75 423,06 -2,44% 97,24% 

411219 - PPN Lainnya 46,19 236,11 147,48 60,09% 511,18% 

411221 - PPnBM Dalam Negeri 98,05 35,13 (1,68) 2185,73% 35,83% 

411222 - PPnBM Impor 0,26 55,25 - 100,00% 20858,58% 

411229 - PPnBM Lainnya - - 0,17 -100,00% 0,00% 

Pendapatan atas PL dan PIB 3.768,89 3.237,62 3.120,04 3,77% 85,90% 

PPh Migas - 0,00 (0,10) 103,35% 0,00% 

PBB dan BPHTB - - - nan 0,00% 

TOTAL 135.333,42 137.574,60 135.779,69 1,32% 101,66% 

Tabel 3.2  Realisasi Penerimaan Pajak Per Sektor Usaha Tahun 2024 

Sektor Nama 2023 2024 
Peranan 

2024 
% Growth 

O Administrasi Pemerintahan 895.651.888.625 880.752.093.290 64,02% -1,66% 

G Perdagangan Besar dan Eceran 196.813.294.429 191.275.186.374 13,90% -2,81% 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 78.876.686.049 102.806.089.462 7,47% 30,34% 

H Transportasi dan Pergudangan 35.768.839.140 38.522.510.810 2,80% 7,70% 

F Konstruksi 28.756.802.382 31.419.376.924 2,28% 9,26% 

L Real Estate 31.545.145.133 25.123.362.052 1,83% -20,36% 

C Industri Pengolahan 26.211.042.747 23.813.921.929 1,73% -9,15% 

D 
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air 
Panas 

10.582.868.898 18.380.481.541 1,34% 73,68% 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

15.369.552.272 17.163.779.808 1,25% 11,67% 

Z  8.078.923.179 10.874.080.452 0,79% 34,60% 

J Informasi dan Komunikasi 7.600.603.925 10.268.722.995 0,75% 35,10% 

M 
Jasa Profesional, Ilmiah dan 
Teknis 

6.062.451.329 7.950.579.758 0,58% 31,14% 

R Kebudayaan, Hiburan & Rekreasi 3.831.331.775 4.408.067.852 0,32% 15,05% 

I Penyediaan Akomodasi dst 3.778.737.233 3.108.015.122 0,23% -17,75% 

N 
Jasa Persewaan, 
Ketenagakerjaan, 

1.677.384.744 3.034.198.187 0,22% 80,89% 

A Pertanian, Kehutanan& Perikanan 950.601.651 2.090.235.171 0,15% 119,89% 

S Kegiatan Jasa Lainnya 1.809.192.748 1.560.275.760 0,11% -13,76% 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah 

1.319.095.046 1.506.864.260 0,11% 14,23% 

P Jasa Pendidikan 1.505.457.022 1.245.056.680 0,09% -17,30% 

unknown Wajib Pajak KLU Error 1.046.092.375 275.044.106 0,02% -73,71% 

B Pertambangan dan Penggalian 239.303.559 87.299.549 0,01% -63,52% 

T Jasa Perorangan dst 318.811.026 80.741.857 0,01% -74,67% 

U Kegiatan Badan Internasional dst 2.840.500 40.540 0,00% -98,57% 

TOTAL 1.357.796.945.787 1.375.746.024.479 100,00% 1,32% 
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Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten 

Nomor KEP-196/WPJ.08/2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Distribusi Rencana 

Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Per Kantor Pelayanan 

Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Tahun Anggaran 

2024, KPP Pratama Serang Barat mengalami perubahan target penerimaan pajak, semula 

Rp1,460 Triliun, menjadi  Rp.1,353 Triliun. 

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 

Rp1,375 triliun dengan realisasi sebesar (101,66%) dari target baru. Realisasi pada periode 

ini tumbuh sebesar (1,32%) dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan 

KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024 dikarenakan kondisi perbaikan ekonomi Banten 

juga didorong oleh penurunan suku bunga acuan, meningkatnya sektor konstruksi, serta 

kinerja ekspor yang menguat ditopang oleh membaiknya komoditas ekspor pasar logam 

yang berakibat pada meningkatnya penerimaan pajak dari sektor usaha lainnya antara lain 

jasa keuangan dan asuransi, sektor usaha konstruksi, sehingga berakibat kenaikan 

penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi Kinerja IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak 
86,77% 108,16% 158,89% 106,87% 101,66% 

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 

berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama 4 (empat) tahun berturut-turut. 

Capaian penerimaan pajak di tahun 2024 selain dari efektifnya kegiatan pengawasan yang 

dilakukan oleh KPP Serang Barat juga ditopang dari peningkatan ekonomi terutama di 

sektor usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan dan konstruksi 

yang semakin membaik. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi 

2024 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 100,00% - 100,00% 101,66% 

Kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024 telah melebihi 

target yang diamanatkan dalam renstra DJP tahun 2024. Capaian penerimaan pajak di 

tahun 2024 selain dari efektifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPP Serang 

Barat juga ditopang dari peningkatan ekonomi terutama di sektor usaha Jasa Keuangan 

dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan dan konstruksi yang semakin membaik. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
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Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 100,00% 100,00% 101,66% 

Pencapaian kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024 

mampu melebihi target yang diamanatkan dalam APBN. Capaian penerimaan pajak di 

tahun 2024 selain dari efektifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPP Serang 

Barat juga ditopang dari peningkatan ekonomi terutama di sektor usaha Jasa Keuangan 

dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan dan konstruksi yang semakin membaik. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Capaian kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak 

terlepas dari kegiatan extra effort yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara 

lain : 

• Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan 

pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan 

STP. 

• Pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran melalui kegiatan dinamisasi 

angsuran pajak. 

• Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching dan pengawasan percepatan 

tindaklanjut DPP 

• Melakuan penggalian potensi sectoral (tematik) atas Wajib Pajak di sektor usaha 

tertentu yang potensial. 

• Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan 

penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb. 

• Melakukan sinergi terutama ke pemerintah daerah (SKPD) dan Satuan Kerja (Satker) 

dalam rangka pengawasan pembayaran pajak dan kegiatan penyuluhan bendahara. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2024, terdapat faktor 

pendukung dan faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, 

antara lain : 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : peningkatan dan membaiknya kondisi 

perekonomian Banten, khusunya kabupaten serang juga didorong oleh penurunan suku 

bunga acuan, meningkatnya sektor konstruksi, serta kinerja ekspor yang menguat 

ditopang oleh membaiknya komoditas ekspor pasar logam yang berakibat pada 

meningkatnya penerimaan pajak dari sektor usaha lainnya antara lain jasa keuangan 

dan asuransi, sektor usaha konstruksi, peningkatan efektivitas pengawasan baik PPM 

dan PKM dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain 

menurunnya APBD/N terutama pada pagu anggaran belanja barang/jasa dan modal 

dikarenakan setoran pajak dari realisasi APBD/N berkontribusi (60%) pada total 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat, tingkat kesadaran/pengetahuan Wajib 

terkait kewajiban perpajakan serta kemampuan bayar (abilty to pay) rendah, dan 

keterbatasan data potensial yang tersedia untuk digunakan dalam melakukan kegiatan 

PKM masih kurang. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang 

Barat dalam mengatasi hal tersebut antara lain : 

- Meningkatkan pengawasan PKM dan PPM terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Badan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di luar sektor usaha 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 27 

 

adminitrasi pemerintahan (Bendaharawan) baik melalui kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan, penilaian dan penagihan. 

- Melakukan penegakan hukum yang efektif mempertimbangkan abilty to pay Wajib 

Pajak. 

- Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi ke Wajib Pajak yang efektif. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2024, terkait dengan 

penggunaan sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan 

efisian untuk digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2024, program-program 

yang telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Melakukan kegiatan pelayanan dan edukasi perpajakan baik melalui tatap muka atau 

non tatap muka, kegiatan Bussines Development Service, melakukan koordinasi dengan 

berbagai pihak baik itu SKPD/Satker maupun organisasi pendidikan. 

• Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan memanfaatkan DSE data internal dan 

eksternal dari kantor pusat, penyusunan DSPE dari data yang tersedia, pelaksanaan 

KPDL untuk menambah bahan DSE, kunjungan lapangan/visit tindak lanjut SP2DKE. 

• Melakukan kegiatan pengawasan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melalui 

Pengawasan intensif terhadap WP Bendahara Instansi Pemerintah, pengawasan 

pembayaran shortfall, peningkatan penerimaan rutin tahun berjalan, Pemanfaatan data 

tahun berjalan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2024, KPP Pratama 

Serang Barat melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara 

lain: 

• Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan kegiatan pemantauan secara berkala 

melalui pembuatan Rapor AR, melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan 

Bendaharawan Satuan Kerja (Satker) Pemerintahan sebagai sektor penerimaan  

terbesar unit kerja. 

• Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengawasan Kepatuhan Material 

(PKM) tidak mencapai target, dimitigasi dengan menyelenggarakan Rapat Pembuatan 

Peta Kepatuhan Dan Pembahasan DSP4 Untuk ditetapkan menjadi DSPP, DSPC dan 

DPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP sesuai dengan 

potensi yang diajukan, pemeriksaan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan 

bayar tinggi. 

• Risiko Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

dimitagasi dengan mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban 

perpajakannya dengan cara menerbitkan Surat Teguran atas pelaporan SPT, 

mengirimkan pesan melalui Whatsapp Blast (WA Blast) kepada Wajib Pajak untuk 

mengingatkan Wajib Pajak atas kewajiban Perpajakannya. 

• Risiko Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan 

kegiatan Penagihan tidak mencapai target dimitigasi dengan melaksanakan koordinasi 

dan survei lapangan ke tempat kedudukan dan/atau tempat lokasi usaha Wajib Pajak, 

mengundang Wajib Pajak ke Unit Kerja untuk melaksanakan konsolidasi dan diskusi 

mengenai Tunggakan Pajak. 

• Risiko penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan 

kegiatan Pemeriksaan tidak mencapai target, dimitigasi dengan Pembentukan Komite 
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Kepatuhan Tahun 2024 unit kerja, pelaksanaan rapat oleh Komite Kepatuhan untuk 

membahas usulan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala melalui Laporan 

Kinerja Pemeriksaan. 

• Risiko adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya dimitigasi 

dengan melakukan kerja sama dalam bentuk pemberian Bimbingan Teknik dan/atau 

sosialisasi kepada pemberi kerja atau Bendaharawan Satker Pemerintah untuk 

mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan dan meningkatkan awareness Wajib 

Pajak, mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan 

cara menerbitkan Surat Teguran atas pelaporan SPT, dan melaksanakan kegiatan 

penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan awareness Wajib Pajak 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis 

yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan 

melakukan pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP dan Rapor AR 

• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya 

(Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan 

dimitigasi dengan Pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP dan Rapor AR an 

melaksanakan kegiatan Rapat Pembinaan dan/atau Monev 

• Risiko penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo dimitigasi dengan melakukan 

pemantauan secara berkala melalui Laporan Kinerja Pemeriksaan, yang berisi daftar 

nominatif penyelesaian tunggakan pemeriksaan. 

• Risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target dimitigasi dengan 

melakukan pemantauan secara berkala kepada kelompok Wajib Pajak dengan jumlah 

piutang terbanyak Penyusunan Daftar 100 Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak 

terbesar. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2024, KPP Pratama 

Serang Barat terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Kendala yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan pengetahuan terkait teknologi informasi yang 

disediakan.  

• Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain meningkatkan efektivitas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

• Kendala yang berkaitan dengan kegiatan pencapaian penerimaan dari PPM antara lain 

sumber utama penerimaan pajak bergantung dari setoran pajak dari realisasi APBD/N, 

sedangkan tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak selain bendahara terutama 

UMKM, rekanan pemerintah masih rendah. Sehingga bilamana terjadi penurunan 

anggaran APBD/N terutama pagu anggaran belanja barang/modal sangat berpengaruh 

pada pencapaian penerimaan.  

• Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengupayakan 

kegiatan pengawasan yang efektif atas bendahara dan meningkatkan pengawasan dan 

edukasi Wajib Pajak Non Bendahara, meningkatkan penerimaan dari kegiatan 

ekstensifikasi. 

• Tidak terdapat sumber daya alam,atau komoditas tertentu yang menunjang penerimaan 

pajak. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak di sektor lainnya yang potensial 

namun belum tergali. 
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Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

• Memberikan kesempatan kepada semua Wajib Pajak tanpa membedakan gender dalam 

hal pengadaan Lelang, menjadi rekanan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Rencana aksi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

- Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan 

pajak Bendahara, dengan meningkatkan intensitas koordinasi melalui telepon 

maupun kunjungan 

- Sosialisasi, edukasi, kelas pajak, dan asistensi kewajiban perpajakan Bendahara 

- Percepatan pelaksanaan Berita Acara Rekonsiliasi Semester 2-2023 dan Semester 

1-2024 

- Pengawasan intensif terhadap bendahara dengan tax ratio rendah 

- Pengawasan pembayaran shortfall termasuk pengawasan terhadap WP yang hanya 

melakukan transaksi dengan instansi pemerintah 

- Penerbitan STP berdasarkan dafnom 

- Monitoring data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb secara berkala 

- Penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan 

- Pengawasan pembayaran masa atas sektor yang mengalami growth atas  Jasa 

keuangan (yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25) dan Pusat-

pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 

• Rencana aksi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan 

- Inventarisir data pemicu, data internal/eksternal, CRM, ATP, data tax gap dan 

benchmarking untuk penyusunan DPP 

- Penentuan target penerbitan SP2DK atas DPP (jumlah dan waktu penerbitan) 

- Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas 

nilai potensi besar 

- Pengiriman SP2DK softfile  kepada WP, untuk WP yang dapat dihubungi, sehingga 

lebih cepat diterima WP 
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- Undangan pembahasan kepada WP yang tidak merespon 

- Outbound call dan WA-Blast SP2DK 

- Visit ke lokasi WP dengan prioritas WP yang tidak kooperatif dan/atau tidak 

menanggapi SP2DK dan tidak hadir dalam undangan pembahasan/konseling 

- Menerbitkan biling angsuran pembayaran setiap bulan untuk meringankan cash flow 

wajib pajak yang telah memiliki komitmen atas LHP2DK status dalam pengawasan 

yang belum lunas 

- Kolaborasi dengan FPP dan PPNS terkait tindak lanjut SP2DK dengan potensi besar 

- Pemantauan penerbitan SP2DK atas DPP 

- Pemantauan Tindak Lanjut SP2DK secara berkala 

- Pengembangan tools/aplikasi monitoring tindak lanjut DPP dan SP2DK 

- Pembentukan basis data peternak ayam dengan pengembangan aplikasi pemetaan 

peternakan ayam 

- Penggalian potensi berbasis data dan aplikasi pemetaan peternakan ayam 

- Penggalian potensi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 

• Rencana aksi kegiatan Pemeriksaan Pajak  

- Melakukan percepatan rapat komite DSPP atas usulan pemeriksaan dari seksi 

pengawasan dan melakukan rapat pembahasan untuk mendapatkan data potensi 

yang akurat sebagai bahan usulan DSPP; 

- Melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pemeriksaan dalam jangka waktu 6 

bulan tanpa perpanjangan; 

- Monitoring tunggakan dan progress penyelesaian pemeriksaan secara berkala agar 

Pemeriksa dapat mengatur waktu penyelesaian pemeriksaan dengan baik dan 

optimal; 

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan dalam rangka monitoring penerbitan 

SKP dan/atau STP sesuai dengan usulan ketetapan dalam laporan hasil 

pemeriksaan; 

- Melakukan persuasive kepada Wajib Pajak pada tahap akhir pemeriksaan agar wajib 

pajak mau membayar SKP yang disetujui dan akan terbit; 

- Permintaan data/informasi ke pihak ketiga (bank, lawan transaksi, dll) untuk 

membantu penyelesaian pemeriksaan. 

- Monitoring penyampaian data/informasi IBK dari pihak terkait; 

• Rencana aksi kegiatan Penagihan Pajak 

- Melakukan percepatan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa 

- Menyusun Daftar Piutang, daftar WP potensial bayar, dan data/informasi terkait 

penunggak pajak 

- Menyusun timeline kegiatan Penagihan 

- Percepatan pelaksanaan penagihan aktif untuk utang pajak yang mendekati daluarsa 

- Menyusun dafnom WP yang akan dilakukan pemblokiran 

- Melakukan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik 

- Melakukan Visit ke Lokasi Wajib pajak untuk percepatan pembayaran utang pajak 

- Melakukan pemanggilan dalam rangka persuasi kepada Wajib Pajak untuk segera 

melunasi tunggakan pajak 

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil 

- Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk melakukan penagihan terhadap 

tunggakan pajak yang besar. 
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• Rencana aksi kegiatan Penilaian Pajak 

- Melakukan Penilaian PBB atas SPOP yang dilaporkan Wajib Pajak  

- Menerbitkan SKT terhadap objek baru PBB atas IUP yang baru terbit/tersedia di 

aplikasi Minerba One Map 

- Melakukan penilaian atas objek baru dan diterbitkan SPPT PBB 

- Bekerjasama dengan Account Representative untuk melakukan pengawasan atas 

Wajib Pajak yang memiliki objek PBB  

- Bekerjasama dengan jurusita untuk menindaklanjuti tunggakan PBB dengan tindakan 

penagihan. Mengusulkan adanya Fungsional Penilai di KPP karena keterbatasan 

tenaga petugas penilai dan tindaklanjut penilaian yang tidak dapat diampu oleh 

petugas penilai dan melakukan permintaan bantuan penilaian ke Kanwil terkait 

penilaian yang menjadi kewenangan fungsional penilai 

IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100 100 100 100 100 100 100 

Realisasi 104,96 108,07 108,07 100,91 100,91 94,27 94,27 

Capaian 104,96 108,07 108,07 100,91 100,91 94,27 94,27 

Deskripsi IKU : 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 

Perhitungan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas dilakukan berdasarkan dua komponen, yaitu: (1) Persentase 

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; serta (2) Persentase deviasi akurasi 

perencanaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur 

melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 

60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi 

capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. 

Sedangkan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan 

realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan 

meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, 

penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja 

pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar 

negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, 

serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang 

terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap 

pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. 

Formula IKU : 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

penerimaan kas : 

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian 

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas) 

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:  

 Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan x 100% 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 32 

 

Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun lalu 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:  

(komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%) 

Komponen pertumbuhan nasional : 

 1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan 
x 100% 

1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan 

Komponen pertumbuhan unit kerja :  

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:  

1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan x100% 

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas : 

Deviasi Bulan = 
Proyeksi Penerimaan Kas - Realisasi Penerimaan Kas 

x 100% 
Proyeksi Penerimaan Kas 

 

Deviasi Triwulanan = 
Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3) 

 
3 

 

Deviasi s.d 
Triwulanan n (th) 

= 
 Deviasi triwulan n (tn) 

 
n 

 
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanan 

penerimaan kas 

Deviasi  1,00% 120 

1,00  Deviasi  4,00% 110 

4,00  Deviasi  8,00% 100 

1,00  Deviasi  12,00% 90 

12,00  Deviasi  16,00% 80 

Deviasi 16,00%  70 

Realisasi IKU : 

Realisasi dan capaian IKU di Q1 sd Q3 memperoleh nilai diatas 100 namun capaian 

IKU sampai dengan Q4 memperoleh nilai dibawah 100. Hal ini dikarenakan prognosa 

penerimaan bruto masih belum akurat dibandingkan dengan realisasinya, terutama 

prognosa penerimaan dari setoran akhir tahun (akhir Desember 2024) bendahara. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi Penerimaan Pajak 

2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas 

- - - 109,55 94,27 

Capaian IKU tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal 

ini dikarenakan antara lain :  

• Adanya perubahan kebijakan pengadaan barang Pemerintah Daerah yang semula 

pengadaan barang melalui rekanan secara langsung, sejak tahun 2024 melalui PMSE 

(perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik). 
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• Jumlah pembayaran pajak dari realisasi APBD/N tidak dapat diprediksi secara akurat 

dikarenakan bergantung pada penyelesaian proyek dari rekanan pemda. 

• Penerimaan pajak yang cukup besar terutama dari PPh Pasal 21 dari Bonus dan 

tunjungan guru, realisasinya tidak sesuai dengan prognosa penerimaan yang sudah 

dibuat. 

• Persentase pertumbuhan bruto penerimaan pajak tahun 2024 (101,44%) lebih kecil 

dibandingkan dengan tahun 2023 (103,72). Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto bersumber dari penuruan setoran Wajib Pajak Bendahara SKPD/Satker 

dikarenakan adanya penurunan pagu anggaran belanja barang/jasa dan modal. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024, 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi 

2024 

Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas 

- - 100,00% 94,27% 

Capaian IKU untuk tahun 2024 masih dibawah target Renstra dan RPJMN. Meskpun 

pertumbuhan bruto KPP Pratama Serang (101,44%) masih lebih tinggi dibandingkan 

dengan pertumbuhan bruto nasional (96,59%) namun, deviasi perencanaan kas masih 

belum maksimal sehingga berpengaruh ke perhitungan IKU secara keseluruhan. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 
100,00% - 94,27% 

Capaian IKU untuk tahun 2024 masih dibawah target Renstra dan RPJMN. Meskpun 

pertumbuhan bruto KPP Pratama Serang (101,44%) masih lebih tinggi dibandingkan 

dengan pertumbuhan bruto nasional (96,59%) namun, deviasi perencanaan kas masih 

belum maksimal sehingga berpengaruh ke perhitungan IKU secara keseluruhan. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU. 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari 

kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Melakukan intensifikasi kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan cara : 

- Sosialisasi Langsung 

- Sosialisasi Tidak Langsung 

- Layanan Tatap Muka 

- Layanan Non Tatap Muka 

- Business Development Services 

• Melakukan intensifikasi kegiatan ekstensifikasi dengan cara : 

- Pemanfaatan DSE data internal dan eksternal dari kantor pusat 

- Penyusunan DSPE dari data yang tersedia 

- Pelaksanaan KPDL untuk menambah bahan DSE 
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- Visit tindak lanjut SP2DKE 

• Melakukan intensifikasi kegiatan pengawasan PPM dengan cara : 

- Pengawasan intensif terhadap WP Bendahara Instansi Pemerintah 

- Pengawasan pembayaran shortfall 

- Peningkatan penerimaan rutin tahun berjalan 

- Pemanfaatan data tahun berjalan 

• Melakukan intensifikasi kegiatan pengawasan PKM dengan cara : 

- Penyusunan DPP yang berkualitas 

- Optimalisasi tindak lanjut DPP 

- Percepatan penyelesaian SP2DK 

- Pengawasan WP Instansi Pemerintah Desa/Nagari 

• Melakukan intensifikasi kegiatan pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak dengan 

cara : 

- Percepatan Penyelesaian Kegiatan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku/tepat waktu; 

- Optimalisasi pencapaian target PKM Pemeriksaan dari ketetapan pajak yang disetujui 

oleh Wajib Pajak dalam kriteria pemeriksaan khusus DSPP. 

- Melakukan tindakan penagihan aktif berupa penyampaian Surat Teguran, SP, Blokir, 

Sita, Lelang dan Pencegahan 

- Melakukan tindakan persuasif terhadap 100 wajib pajak terbesar. 

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Banten dalam 

rangka optimalisasi tindakan penagihan dan pengamanan pencairan piutang pajak 

- Optimalisasi penyelesaian kegiatan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

- Optimalisasi pencapaian target penerimaan PBB 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : peningkatan dan membaiknya kondisi 

perekonomian Banten, khusunya kabupaten serang juga didorong oleh penurunan suku 

bunga acuan, meningkatnya sektor konstruksi, serta kinerja ekspor yang menguat 

ditopang oleh membaiknya komoditas ekspor pasar logam yang berakibat pada 

meningkatnya penerimaan pajak dari sektor usaha lainnya antara lain jasa keuangan 

dan asuransi, sektor usaha konstruksi, peningkatan efektivitas pengawasan baik PPM 

dan PKM dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat, tersedianya 

data yang dapat diambil dari aplikasi yang tersedia untuk mendukung prognosa 

penerimaan pajak. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain 

menurunnya APBD/N terutama pada pagu anggaran belanja barang/jasa dan modal 

dikarenakan setoran pajak dari realisasi APBD/N berkontribusi (60%) pada total 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat, tingkat kesadaran/pengetahuan Wajib 

terkait kewajiban perpajakan serta kemampuan bayar (abilty to pay) rendah, dan 

keterbatasan data potensial yang tersedia untuk digunakan dalam melakukan kegiatan 

PKM masih kurang dan banyaknya faktor dan anomaly yang sulit diprediksi terkait 

penerimaan kas yang akan masuk antara lain ketidakpastian adanya pembayaran 

bonus, pembayaran proyek pemerintah tidak dapat dipastikan kapan selesai atau 

dibayar. 

• Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 
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- Melakukan konfirmasi langsung ke Wajib Pajak atas data setoran yang akan dibayar. 

- Meningkatkan pengawasan PKM dan PPM terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Badan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di luar sektor usaha 

adminitrasi pemerintahan (Bendaharawan) baik melalui kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan, penilaian dan penagihan. 

- Melakukan penegakan hukum yang efektif mempertimbangkan abilty to pay Wajib 

Pajak. 

- Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi ke Wajib Pajak yang efektif. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2024, terkait dengan 

penggunaan sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan 

efisian untuk digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, program-program yang telah 

dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Pengawasan dan konfirmasi terhadap data billing pajak yang akan disetor. 

• Melakukan kegiatan pelayanan dan edukasi perpajakan baik melalui tatap muka atau 

non tatap muka, kegiatan Bussines Development Service, melakukan koordinasi dengan 

berbagai pihak baik itu SKPD/Satker maupun organisasi pendidikan. 

• Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan memanfaatkan DSE data internal dan 

eksternal dari kantor pusat, penyusunan DSPE dari data yang tersedia, pelaksanaan 

KPDL untuk menambah bahan DSE, kunjungan lapangan/visit tindak lanjut SP2DKE. 

• Melakukan kegiatan pengawasan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melalui 

Pengawasan intensif terhadap WP Bendahara Instansi Pemerintah, pengawasan 

pembayaran shortfall, peningkatan penerimaan rutin tahun berjalan, Pemanfaatan data 

tahun berjalan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara lain: 

• Risiko deviasi penerimaan kas tidak mencapai tingkat deviasi yang diperkenankan 

dimitagasi dengan kegiatan evaluasi prognosa dan konfirmasi langsung ke Wajib Pajak 

terkait pajak yang akan dibayar. 

• Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan kegiatan pemantauan secara berkala 

melalui pembuatan Rapor AR, melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan 

Bendaharawan Satuan Kerja (Satker) Pemerintahan sebagai sektor penerimaan  

terbesar unit kerja. 

• Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengawasan Kepatuhan Material 

(PKM) tidak mencapai target, dimitigasi dengan menyelenggarakan Rapat Pembuatan 

Peta Kepatuhan Dan Pembahasan DSP4 Untuk ditetapkan menjadi DSPP, DSPC dan 

DPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP sesuai dengan 

potensi yang diajukan, pemeriksaan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan 

bayar tinggi. 

• Risiko Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

dimitagasi dengan mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban 

perpajakannya dengan cara menerbitkan Surat Teguran atas pelaporan SPT, 

mengirimkan pesan melalui Whatsapp Blast (WA Blast) kepada Wajib Pajak untuk 

mengingatkan Wajib Pajak atas kewajiban Perpajakannya. 
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• Risiko Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan 

kegiatan Penagihan tidak mencapai target dimitigasi dengan melaksanakan koordinasi 

dan survei lapangan ke tempat kedudukan dan/atau tempat lokasi usaha Wajib Pajak, 

mengundang Wajib Pajak ke Unit Kerja untuk melaksanakan konsolidasi dan diskusi 

mengenai Tunggakan Pajak. 

• Risiko penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan 

kegiatan Pemeriksaan tidak mencapai target, dimitigasi dengan Pembentukan Komite 

Kepatuhan Tahun 2024 unit kerja, pelaksanaan rapat oleh Komite Kepatuhan untuk 

membahas usulan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala melalui Laporan 

Kinerja Pemeriksaan. 

• Risiko adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya dimitigasi 

dengan melakukan kerja sama dalam bentuk pemberian Bimbingan Teknik dan/atau 

sosialisasi kepada pemberi kerja atau Bendaharawan Satker Pemerintah untuk 

mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan dan meningkatkan awareness Wajib 

Pajak, mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan 

cara menerbitkan Surat Teguran atas pelaporan SPT, dan melaksanakan kegiatan 

penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan awareness Wajib Pajak 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis 

yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan 

melakukan pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP dan Rapor AR 

• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya 

(Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan 

dimitigasi dengan Pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP dan Rapor AR an 

melaksanakan kegiatan Rapat Pembinaan dan/atau Monev 

• Risiko penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo dimitigasi dengan melakukan 

pemantauan secara berkala melalui Laporan Kinerja Pemeriksaan, yang berisi daftar 

nominatif penyelesaian tunggakan pemeriksaan. 

• Risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target dimitigasi dengan 

melakukan pemantauan secara berkala kepada kelompok Wajib Pajak dengan jumlah 

piutang terbanyak Penyusunan Daftar 100 Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak 

terbesar. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Adanya ketidakpastian penyetoran dari bendaharawan dikarenakan setoran bendahara 

sangat bergantung pada penyelesaian proyek dan tagihan yang masuk dari rekanan 

yang diatasi dengan melakukan konfirmasi langsung ke Wajib Pajak. 

• Kendala yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan pengetahuan terkait teknologi informasi yang 

disediakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain meningkatkan 

efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

• Kendala yang berkaitan dengan kegiatan pencapaian penerimaan dari PPM antara lain 

sumber utama penerimaan pajak bergantung dari setoran pajak dari realisasi APBD/N, 

sedangkan tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak selain bendahara terutama 

UMKM, rekanan pemerintah masih rendah. Sehingga bilamana terjadi penurunan 
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anggaran APBD/N terutama pagu anggaran belanja barang/modal sangat berpengaruh 

pada pencapaian penerimaan.  

• Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengupayakan 

kegiatan pengawasan yang efektif atas bendahara dan meningkatkan pengawasan dan 

edukasi Wajib Pajak Non Bendahara, meningkatkan penerimaan dari kegiatan 

ekstensifikasi. 

• Tidak terdapat sumber daya alam,atau komoditas tertentu yang menunjang penerimaan 

pajak. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak di sektor lainnya yang potensial 

namun belum tergali. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

• Memberikan kesempatan kepada semua Wajib Pajak tanpa membedakan gender dalam 

hal pengadaan Lelang, menjadi rekanan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Rencana aksi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

- Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan 

pajak Bendahara, dengan meningkatkan intensitas koordinasi melalui telepon 

maupun kunjungan 

- Sosialisasi, edukasi, kelas pajak, dan asistensi kewajiban perpajakan Bendahara 

- Percepatan pelaksanaan Berita Acara Rekonsiliasi Semester 2-2023 dan Semester 

1-2024 

- Pengawasan intensif terhadap bendahara dengan tax ratio rendah 

- Pengawasan pembayaran shortfall termasuk pengawasan terhadap WP yang hanya 

melakukan transaksi dengan instansi pemerintah 

- Penerbitan STP berdasarkan dafnom 

- Monitoring data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb secara berkala 

- Penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan 
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- Pengawasan pembayaran masa atas sektor yang mengalami growth atas  Jasa 

keuangan (yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25) dan Pusat-

pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 

• Rencana aksi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan 

- Inventarisir data pemicu, data internal/eksternal, CRM, ATP, data tax gap dan 

benchmarking untuk penyusunan DPP 

- Penentuan target penerbitan SP2DK atas DPP (jumlah dan waktu penerbitan) 

- Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas 

nilai potensi besar 

- Pengiriman SP2DK softfile  kepada WP, untuk WP yang dapat dihubungi, sehingga 

lebih cepat diterima WP 

- Undangan pembahasan kepada WP yang tidak merespon 

- Outbound call dan WA-Blast SP2DK 

- Visit ke lokasi WP dengan prioritas WP yang tidak kooperatif dan/atau tidak 

menanggapi SP2DK dan tidak hadir dalam undangan pembahasan/konseling 

- Menerbitkan biling angsuran pembayaran setiap bulan untuk meringankan cash flow 

wajib pajak yang telah memiliki komitmen atas LHP2DK status dalam pengawasan 

yang belum lunas 

- Kolaborasi dengan FPP dan PPNS terkait tindak lanjut SP2DK dengan potensi besar 

- Pemantauan Tindak Lanjut SP2DK secara berkala 

- Pengembangan tools/aplikasi monitoring tindak lanjut DPP dan SP2DK 

- Pembentukan basis data peternak ayam dengan pengembangan aplikasi pemetaan 

peternakan ayam 

- Penggalian potensi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 

• Rencana aksi kegiatan Pemeriksaan Pajak  

- Melakukan percepatan rapat komite DSPP atas usulan pemeriksaan dari seksi 

pengawasan; 

- Melakukan rapat pembahasan untuk mendapatkan data potensi yang akurat sebagai 

bahan usulan DSPP; 

- Melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pemeriksaan dalam jangka waktu 6 

bulan tanpa perpanjangan; 

- Monitoring tunggakan dan progress penyelesaian pemeriksaan secara berkala agar 

Pemeriksa dapat mengatur waktu penyelesaian pemeriksaan dengan baik dan 

optimal; 

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan dalam rangka monitoring penerbitan 

SKP dan/atau STP sesuai dengan usulan ketetapan dalam laporan hasil 

pemeriksaan; 

- Melakukan persuasive kepada Wajib Pajak pada tahap akhir pemeriksaan agar wajib 

pajak mau membayar SKP yang disetujui dan akan terbit; 

- Permintaan data/informasi ke pihak ketiga (bank, lawan transaksi, dll) untuk 

membantu penyelesaian pemeriksaan. 

- Monitoring penyampaian data/informasi IBK dari pihak terkait; 

• Rencana aksi kegiatan Penagihan Pajak 

- Melakukan percepatan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa 

- Menyusun Daftar Piutang, daftar WP potensial bayar, dan data/informasi terkait 

penunggak pajak 
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- Menyusun timeline kegiatan Penagihan dan Percepatan pelaksanaan penagihan aktif 

untuk utang pajak yang mendekati daluarsa 

- Menyusun dafnom WP yang akan dilakukan pemblokiran dan melakukan 

Pemblokiran Rekening Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik 

- Melakukan Visit ke Lokasi Wajib pajak untuk percepatan pembayaran utang pajak 

- Melakukan pemanggilan dalam rangka persuasi kepada Wajib Pajak untuk segera 

melunasi tunggakan pajak 

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil 

- Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk melakukan penagihan terhadap 

tunggakan pajak yang besar. 

• Rencana aksi kegiatan Penilaian Pajak 

- Melakukan Penilaian PBB atas SPOP yang dilaporkan Wajib Pajak  

- Menerbitkan SKT terhadap objek baru PBB atas IUP yang baru terbit/tersedia di 

aplikasi Minerba One Map 

- Melakukan penilaian atas objek baru dan diterbitkan SPPT PBB 

- Bekerjasama dengan Account Representative untuk melakukan pengawasan atas 

Wajib Pajak yang memiliki objek PBB  

- Bekerjasama dengan jurusita untuk menindaklanjuti tunggakan PBB dengan tindakan 

penagihan  

- Mengusulkan adanya Fungsional Penilai di KPP karena keterbatasan tenaga petugas 

penilai dan tindaklanjut penilaian yang tidak dapat diampu oleh petugas penilai dan 

melakukan permintaan bantuan penilaian ke Kanwil terkait penilaian yang menjadi 

kewenangan fungsional penilai 

• Rencana kegiatan proyeksi penerimaan kas adalah dengan melakukan rapat evaluasi 

rutin terkait prognosa. 

Customer Perspective                                                                                                                                                                         

II. Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik 

secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal 

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 15% 40% 40% 65% 65% 100% 100% 

Realisasi 14,00% 36,76% 36,76% 59,09% 59,09% 101,72% 101,72% 

Capaian 93,33 91,90 91,90 90,91 90,91 101,72 101,72 

Deskripsi IKU : 

IKU ini merupakan pemenuhan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM). Kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan PPM dengan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya 

ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang 

mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target 
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penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari 

kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh 

direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang 

Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari 

Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Formula IKU : 

 
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

x 100% 
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

Realisasi IKU : 

Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Kontribusi (%) 

PPM 1.298.797.469.000 1.321.102.871.639 101,72% 96,03% 

PKM 54.536.705.000 54.643.274.172 100,20% 3,97% 

Jumlah 1.353.334.174.000 1.375.746.145.811 101,66% 100,00% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Serang Barat  tahun 2024 

sebesar Rp.1.298.797.469.000,- atau sebesar (95,97%) dari total target penerimaan 

sebesar Rp. 1.353.334.174.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.321.102.871.639 atau 

sebesar (101,72%) dari target penerimaan PPM. Pencapaian ini dikarenakan adanya 

peningkatan efektivitas pengawasan PPM yang dilakukan selama tahun 2024 dan 

pengawasan Wajib Pajak bendahara sehingga terjadi adanya pertumbuhan penerimaan 

pajak dari PPh Pasal 21 dan 21 dibandingkan tahun sebelumnya.  

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi Kinerja IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 

 106,73% 162.10% 109,90% 101,72% 

Berdasarkan data diatas, realisasi penerimaaan pajak dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa di tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di 

KPP Pratama Serang Barat, kontribusi penerimaan pajak tersebesar berasal dari setoran 

Wajib Pajak bendahara SKPD/Satker. Dan di tahun 2024, APBD/N SKPD/Satker rata-rata 

mengalami penurunan pagu yang cukup besar sehingga hal ini sangat berpengaruh pada 

setoran masanya. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024. 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 

Renstra DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024 

PK 

Realisasi 

2024 

Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) 

100,00 - 100,00% 101,72% 
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Tercapainya target IKU, dikarenakan terjadinya kenaikan pembayaran masa terutama 

Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan dan asuransi (30,34%), 

transportasi dan pergudangan (7,70%), konstruksi (9,26%) dan intensifikasi kegiatan 

pengawasan PPM di KPP Pratama Serang Barat yang sudah efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 
100,00% - 101,72% 

Tercapainya target IKU, dikarenakan terjadinya kenaikan pembayaran masa terutama 

Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan dan asuransi (30,34%), 

transportasi dan pergudangan (7,70%), konstruksi (9,26%), Pengadaan Listrik, Gas Uap/Air 

Panas dan Udara Dingin (73,68%), Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (11,67%) dan sektor 

usaha z (34,60%). 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU. 

Capaian kinerja IKU pajak KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari 

kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Pengawasan intensif terhadap WP Bendahara Instansi Pemerintah 

• Pengawasan pembayaran shortfall 

• Peningkatan penerimaan rutin tahun berjalan 

• Pemanfaatan data tahun berjalan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, terdapat faktor pendukung 

dan faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain : 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : peningkatan dan membaiknya kondisi 

perekonomian Banten, khusunya kabupaten serang juga didorong oleh penurunan suku 

bunga acuan, meningkatnya sektor konstruksi, serta kinerja ekspor yang menguat 

ditopang oleh membaiknya komoditas ekspor pasar logam yang berakibat pada 

meningkatnya penerimaan pajak dari sektor usaha lainnya antara lain jasa keuangan 

dan asuransi, sektor usaha konstruksi, peningkatan efektivitas pengawasan PKM dan 

kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain 

menurunnya APBD/N terutama pada pagu anggaran belanja barang/jasa dan modal 

dikarenakan setoran pajak dari realisasi APBD/N berkontribusi (60%) pada total 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat, tingkat kesadaran/pengetahuan Wajib 

terkait kewajiban perpajakan serta kemampuan bayar (abilty to pay) rendah, dan 

keterbatasan data potensial yang tersedia untuk digunakan dalam melakukan kegiatan 

PKM masih kurang. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang 

Barat dalam mengatasi hal tersebut antara lain : 

- Meningkatkan pengawasan PPM terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di luar sektor usaha adminitrasi 

pemerintahan (Bendaharawan) baik melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, 

penilaian dan penagihan. 

- Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi ke Wajib Pajak yang efektif. 
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Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, program-program yang telah 

dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Melakukan kegiatan pengawasan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melalui 

Pengawasan intensif terhadap WP Bendahara Instansi Pemerintah,  

• Pengawasan pembayaran shortfall,  

• Peningkatan penerimaan rutin tahun berjalan 

• Pemanfaatan data tahun berjalan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara lain: 

• Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan kegiatan pemantauan secara berkala 

melalui pembuatan Rapor AR, melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan 

Bendaharawan Satuan Kerja (Satker) Pemerintahan sebagai sektor penerimaan  

terbesar unit kerja. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Kendala yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan pengetahuan terkait teknologi informasi yang 

disediakan.  

• Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain meningkatkan efektivitas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

• Kendala yang berkaitan dengan kegiatan pencapaian penerimaan dari PPM antara lain 

sumber utama penerimaan pajak bergantung dari setoran pajak dari realisasi APBD/N, 

sedangkan tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak selain bendahara terutama 

UMKM, rekanan pemerintah masih rendah. Sehingga bilamana terjadi penurunan 

anggaran APBD/N terutama pagu anggaran belanja barang/modal sangat berpengaruh 

pada pencapaian penerimaan.  

• Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengupayakan 

kegiatan pengawasan yang efektif atas bendahara dan meningkatkan pengawasan dan 

edukasi Wajib Pajak Non Bendahara, meningkatkan penerimaan dari kegiatan 

ekstensifikasi. 

• Tidak terdapat sumber daya alam,atau komoditas tertentu yang menunjang penerimaan 

pajak. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak di sektor lainnya yang potensial 

namun belum tergali. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 
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Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan pajak 

Bendahara, dengan meningkatkan intensitas koordinasi melalui telepon maupun 

kunjungan 

• Sosialisasi, edukasi, kelas pajak,  

• Asistensi kewajiban perpajakan Bendahara 

• Percepatan pelaksanaan Berita Acara Rekonsiliasi Semester 2-2023 dan Semester 1-

2024 

• Pengawasan intensif terhadap bendahara dengan tax ratio rendah 

• Pengawasan pembayaran shortfall termasuk pengawasan terhadap WP yang hanya 

melakukan transaksi dengan instansi pemerintah 

• Penerbitan STP berdasarkan dafnom 

• Monitoring data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb secara berkala 

• Penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan 

• Pengawasan pembayaran masa atas sektor yang mengalami growth: Jasa keuangan 

(yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25) dan Pusat-pusat kegiatan 

ekonomi (pasar, jalan protokol). 

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 60,00% 80,00% 80% 90% 90% 100% 100% 

Realisasi 72,56% 86,64% 86,64% 111,03% 111,03% 111,11% 111,11% 

Capaian 60,00% 80,00% 80% 90% 90% 100% 100% 

Deskripsi IKU : 

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi adalah pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi (OP) Non 

Karyawan. Kinerja yang diukur adalah rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan 
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membandingkan antara jumlah penyampaian SPT Tahunan dengan jumlah WP terdaftar 

yang wajib menyampaikan SPT Tahunan (Badan maupun OP Non Karyawan). 

Formula IKU : 

 

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 

2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP 

Wajib SPT) + 

Jumlah SPT Tahunan pajak 2023 selain 

yang disampaikan tepat waktu oleh WP 

wajib SPT 
x 100% 

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 

Realisasi IKU : 

No Uraian Target Realisasi Trajectory Capaian 

1. SPT WP Strategis 506 113,68% 100,00% 113,68 

2. SPT WP Kewilayahan 76.097 111,09% 100,00% 111,09% 

 Total 76.603 111,11% 100,00% 111,11 

Realisasi atas target capaian tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di tahun 2024 

mencapai (111,11%) dengan tingkat capaian sebesar (100%). Pencapaian target IKU oleh 

KPP Pratama Serang Barat merupakan hasil dari upaya yang dilakukan melalui kegiatan 

edukasi dan penyuluhan pajak yang efektif selama tahun 2024. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi Kinerja IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase capaian tingkat 

kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi 

100,10% 102,35% 102,88% 102,96% 111,11% 

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar (111,11%) paling tinggi 

dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan KPP 

Pratama Serang Barat untuk memperbaiki strategi atau program yang dijalankan dalam 

meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui edukasi dan 

penyuluhan pajak. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024. 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi 

2024 

Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi 

100,00% - 100,00% 111,11% 

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 pencapaiannya (111,11%) paling tinggi 

dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan KPP 

Pratama Serang Barat untuk memperbaiki strategi atau program yang dijalankan dalam 
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meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui edukasi dan 

penyuluhan pajak. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi 

100,00% - 111,11% 

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 pencapaiannya (111,11%) paling tinggi 

dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan KPP 

Pratama Serang Barat untuk memperbaiki strategi atau program yang dijalankan dalam 

meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui edukasi dan 

penyuluhan pajak. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU. 

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi WP (Strategis) dari target yang ditetapkan mencapai realisasi (113,68%) sedangkan 

WP Kewilayahan mencapai realisasi 111.09% 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari 

kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur 

• Sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, Podcast Youtube 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak 

• Melakukan klarifikasi data SPT Tahunan oleh Penyuluh Pajak (sudah dilakukan atas 40 

WP) 

• Melakukan edukasi terhadap 23 WP Jasa Konstruksi dan Real Estate 

• Menerbitkan surat himbauan dan visitasi terhadap 58 WP yang terdaftar dalam DSPT 

• Melanjutkan monitoring untuk WP Grup Indomarco yang meliputi Indomaret 7 WP, dan 

group Alfamart 3 WP, dengan hasil telah dilakukan pembetulan dan membayar PPN dan 

PPh pasal 21 yang belum dilunasi 

• Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan 

kepada Wajib Pajak Bendahara, Pedagang Emas, dan UMKM. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Data Wajib Pajak belum ter-update sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang 

sebenarnya. Hal itu memungkinkan adanya WP DE/NE/Pindah di tahun berjalan yang 

tidak dapat diketahui. 

• Adanya Wajib Pajak badan yg melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dikarenakan Laporan Keuangan belum selesai dilakukan audit. 

• Terdapat Wajib Pajak Strategis yang tidak dapat menjalankan kewajiban pelaporan SPT 

Tahunan disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan all taxes, pailit, meninggal 

dunia, dan lain-lain. 
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• Masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak update (alamat, nomor telepon, dan alamat 

email) dengan kondisi WP, sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi 

kepatuhan. 

• Masih terdapat Wajib Pajak yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dikarenakanadanya isu bahwa pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan apabila 

data tidak/belum valid. 

Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka KPP Pratama Serang Barat melakukan kegiatan 

antara lain, membuat laporan kinerja per periodik guna melihat progress capaian IKU, 

melakukan visit atau kunjungan lapangan dan pendampingan ke Wajib Pajak dalam 

rangka meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan. 

Faktor yang mendorong terjadinya penurunan IKU antara lain tingkat Pendidikan rata-

rata Wajib Pajak yang rendah, luasnya wilayah kerja KPP Pratama Serang Barat 

dibandingkan jumlah penyuluh sehingga belum dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak, 

tingkat kesadaran Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan yang masih rendah. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur 

• Sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, Podcast Youtube 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak 

• Melakukan klarifikasi data SPT Tahunan oleh Penyuluh Pajak (sudah dilakukan atas 40 

WP) 

• Melakukan edukasi terhadap 23 WP Jasa Konstruksi dan Real Estate 

• Menerbitkan surat himbauan dan visitasi terhadap 58 WP yang terdaftar dalam DSPT 

• Melanjutkan monitoring untuk WP Grup Indomarco yang meliputi Indomaret 7 WP, dan 

group Alfamart 3 WP, dengan hasil telah dilakukan pembetulan dan membayar PPN dan 

PPh pasal 21 yang belum dilunasi 

• Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan 

kepada Wajib Pajak Bendahara, Pedagang Emas, dan UMKM. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara lain: 

• Resiko adanya Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban melaporkan SPT Tahunan 

dimitigasi dengan melakukan kerja sama dalam bentuk pemberian Bimbingan Teknik 

dan/atau sosialisasi kepada pemberi kerja atau Bendaharawan Satker Pemerintah untuk 

mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan dan meningkatkan awareness Wajib 

Pajak 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Kendala yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan pengetahuan terkait teknologi informasi yang 

disediakan.  
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Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain meningkatkan efektivitas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Pemanfaatan CRM Edukasi Penyuluhan dalam rangka identifikasi Wajib Pajak yang 

diusulkan dalam DSPT 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur dan sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, 

Podcast Youtube 

• Penyuluhan diprioritaskan terhadap ketentuan-ketentuan baru, misal TER PPh Pasal 21, 

Penyesuaian Tarif untuk WP Badan, CTAS 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak 

• Layanan Non Tatap Muka berupa Helpdesk Konsultasi WhatsApp 

• Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan dan 

kepatuhan SPT Tahunan dan Kerjasama dengan Tax Centre dan Perguruan Tinggi   

III. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut 

analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak 

sebelum tahun pajak berjalan. 

3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 18,31% 16,53% 16,53% 23,47% 23,47% 100,20% 100,20% 

Capaian 73,24 33,06 33,06 31,29 31,29 100,20 100,20 
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Deskripsi IKU : 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta 

masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur 

Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan 

Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP 

dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas 

Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase 

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target 

penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari 

kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, 

Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

Formula IKU : 

 
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM 

x 100% 
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM 

Realisasi IKU : 

Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Kontribusi (%) 

PPM 1.298.797.469.000 1.321.102.871.639 101,72% 96,03% 

PKM 54.536.705.000 54.643.274.172 100,20% 3,97% 

Jumlah 1.353.334.174.000 1.375.746.145.811 101,66% 100,00% 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, target realisasi penerimaan PKM KPP Pratama Serang 

Barat Tahun 2024 sebesar Rp.54,53 Milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp.54,64 

Milyar (100,20%). Capaian kinerja IKU dikarenakan efektivitas kegiatan KPP Pratama 

Serang Barat dalam melakukan pengawasan PKM dan penyesuaian target yang lebih 

mencerminkan potensi pajak yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi Kinerja IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan PKM 
- 120,00% 120,87% 120,00% 100,20% 

Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja penerimaan KPP Serang Barat 

memang lebih kecil, namun demikian sesuai penerimaan pajak di tahun 2024 sudah 

melebihi target yang ditetapkan.  

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024. 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi 

2024 

Realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan PKM 
100,00% 100,00% 100,00% 100,20% 
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Kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024 dibandingkan 

lebih besar 0,20% dibandingkan dengan Target Renstra/Renja DJP. Kinerja IKU yang telah 

dicapai dikarenakan upaya yang dilakukan KPP Pratama Serang Barat dalam melakukan 

kegiatan pengawasan PKM secara efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM 100,00% 100,00% 100,20% 

Pencapaian kinerja IKU dibandingkan dengan IKU Standar nasional masih lebih baik 

hal ini dikarenakan membaiknya kondisi perekonomian Banten, khusunya kabupaten 

serang juga didorong oleh penurunan suku bunga acuan, meningkatnya sektor konstruksi, 

serta kinerja ekspor yang menguat ditopang oleh membaiknya komoditas ekspor pasar 

logam yang berakibat pada meningkatnya penerimaan pajak dari sektor usaha lainnya 

antara lain jasa keuangan dan asuransi, sektor usaha konstruksi. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari kegiatan 

extra effort yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Pengawasan dari usulan sampai dengan tindaklanjut DPP yang berkualitas. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan 

pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan 

STP. 

• Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching dan pengawasan percepatan 

tindaklanjut DPP 

• Melakuan penggalian potensi sectoral (tematik) atas Wajib Pajak di sektor usaha 

tertentu yang potensial. 

• Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan 

penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : adanya penyesuaian target PKM 

yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, pengawasan yang efektif dalam 

melakukan kegiatan PKM. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain, 

tingkat kesadaran/pengetahuan Wajib terkait kewajiban perpajakan serta kemampuan 

bayar (abilty to pay) rendah, dan keterbatasan data potensial yang tersedia untuk 

digunakan dalam melakukan kegiatan PKM masih kurang, kemampuan pegawai yang 

berbeda-beda dalam melakukan kegiatan penggalian potensi pajak. Oleh karena itu 

upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi hal tersebut 

antara lain : 

- Meningkatkan kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak. 

- Mempertimbangkan faktor abilty to pay dalam melakukan penggalian potensi pajak. 

- Melakukan penegakan hukum yang efektif mempertimbangkan abilty to pay Wajib 

Pajak. 
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- Meningkatkan kapasitas pegawai dalam melakukan kegiatan potensi pajak antara 

lain melalui forum AR, bedah WP dan kegiatan lainnya. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Pemanfaatan data pemicu, FP 000, LHA Kanwil dan KPDJP, serta hasil KPDL 

• Penyelesaian Bahan Baku Pengawasan yang diantaranya adalah: LHP2DK <2024 

Dalam Pengawasan, DPP belum LHPT, SP2DK Open <2023, dengan memperhatikan 

tax gap dan data CRM IRE. 

• Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas nilai 

potensi besar 

• Meneruskan Penggalian potensi tematik untuk sektor: Toko Bangunan, Toko  Emas dan 

Perhiasan, Usaha Kuliner dan Sektor Kesehatan/Kecantikan (telah dibentuk Tim 

Penggalian Potensi Tematik. 

• Kolaborasi dengan fungsional pemeriksa pajak dalam Bedah WP dan penyusunan 

SP2DK. 

• Prioritas penyelesaian SP2DK dengan tahun pajak yang daluarsa atau mendekati 

daluarsa 

• Mirroring dari kegiatan yang telah berhasil menambah penerimaan, baik dari kegiatan 

pengawasan maupun pemeriksaan 

• Melakukan Konseling secara serentak dan komprehensif, jika diperlukan dilakukan 

bersama PPNS. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara lain: 

• Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengawasan Kepatuhan Material 

(PKM) tidak mencapai target, dimitigasi dengan menyelenggarakan Rapat Pembuatan 

Peta Kepatuhan Dan Pembahasan DSP4 Untuk ditetapkan menjadi DSPP, DSPC dan 

DPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP sesuai dengan 

potensi yang diajukan, pemeriksaan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan 

bayar tinggi. 

• Risiko Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan 

kegiatan Penagihan tidak mencapai target dimitigasi dengan melaksanakan koordinasi 

dan survei lapangan ke tempat kedudukan dan/atau tempat lokasi usaha Wajib Pajak, 

mengundang Wajib Pajak ke Unit Kerja untuk melaksanakan konsolidasi dan diskusi 

mengenai Tunggakan Pajak. 

• Risiko penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan 

kegiatan Pemeriksaan tidak mencapai target, dimitigasi dengan Pembentukan Komite 

Kepatuhan Tahun 2024 unit kerja, pelaksanaan rapat oleh Komite Kepatuhan untuk 

membahas usulan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala melalui Laporan 

Kinerja Pemeriksaan. 

• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis 

yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan 

melakukan pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP dan Rapor AR 
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• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya 

(Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan 

dimitigasi dengan Pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP dan Rapor AR an 

melaksanakan kegiatan Rapat Pembinaan dan/atau Monev 

• Risiko penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo dimitigasi dengan melakukan 

pemantauan secara berkala melalui Laporan Kinerja Pemeriksaan, yang berisi daftar 

nominatif penyelesaian tunggakan pemeriksaan. 

• Risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target dimitigasi dengan 

melakukan pemantauan secara berkala kepada kelompok Wajib Pajak dengan jumlah 

piutang terbanyak Penyusunan Daftar 100 Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak 

terbesar. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Wajib Pajak tidak merespon SP2DK 

• Wajib Pajak tidak kooperatif dan kurang peduli terhadap pajak, serta willingness-to-pay  

rendah 

• Wajib Pajak merespon akan meneliti dokumen terlebih dahulu pada konseling pertama, 

namun tidak melanjutkan proses konseling selanjutnya 

• Rendahnya tingkat literasi Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku 

• Nomor telepon dan alamat WP banyak yang sudah tidak valid 

• Wajib Pajak tidak lagi berdomisili di wilayah KPP Pratama Serang Barat atau tidak 

ditemukan pada alamat sesuai SIDJP 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Rencana aksi Kegiatan pegawasan : 
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- Inventarisir data pemicu, data internal/eksternal, CRM, ATP, data tax gap dan 

benchmarking untuk penyusunan DPP 

- Penentuan target penerbitan SP2DK atas DPP (jumlah dan waktu penerbitan) 

- Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas 

nilai potensi besar 

- Pengiriman SP2DK softfile  kepada WP, untuk WP yang dapat dihubungi, sehingga 

lebih cepat diterima WP 

- Undangan pembahasan kepada WP yang tidak merespon dan Outbound call dan 

WA-Blast SP2DK 

- Visit ke lokasi WP dengan prioritas WP yang tidak kooperatif dan/atau tidak 

menanggapi SP2DK dan tidak hadir dalam undangan pembahasan/konseling 

- Menerbitkan biling angsuran pembayaran setiap bulan untuk meringankan cash flow 

wajib pajak yang telah memiliki komitmen atas LHP2DK status dalam pengawasan 

yang belum lunas 

- Kolaborasi dengan FPP dan PPNS terkait tindak lanjut SP2DK dengan potensi besar 

- Pemantauan penerbitan SP2DK atas DPP 

- Pemantauan Tindak Lanjut SP2DK secara berkala 

- Pengembangan tools/aplikasi monitoring tindak lanjut DPP dan SP2DK 

- Pembentukan basis data peternak ayam dengan pengembangan aplikasi pemetaan 

peternakan ayam 

- Penggalian potensi berbasis data dan aplikasi pemetaan peternakan ayam 

- Penggalian potensi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 

• Rencana aksi kegiatan Pemeriksaan Pajak  

- Melakukan percepatan rapat komite DSPP atas usulan pemeriksaan dari seksi 

pengawasan; 

- Melakukan rapat pembahasan untuk mendapatkan data potensi yang akurat sebagai 

bahan usulan DSPP; 

- Melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pemeriksaan dalam jangka waktu 6 

bulan tanpa perpanjangan; 

- Monitoring tunggakan dan progress penyelesaian pemeriksaan secara berkala agar 

Pemeriksa dapat mengatur waktu penyelesaian pemeriksaan dengan baik dan 

optimal; 

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan dalam rangka monitoring penerbitan 

SKP dan/atau STP sesuai dengan usulan ketetapan dalam laporan hasil 

pemeriksaan; 

- Melakukan persuasive kepada Wajib Pajak pada tahap akhir pemeriksaan agar 

wajib pajak mau membayar SKP yang disetujui dan akan terbit; 

- Permintaan data/informasi ke pihak ketiga (bank, lawan transaksi, dll) untuk 

membantu penyelesaian pemeriksaan. 

- Monitoring penyampaian data/informasi IBK dari pihak terkait; 

Internal Process Perspective                                                                                                                                                               

IV. Edukasi dan pelayanan yang efektif 

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan 

pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan 

penerimaan pajak dapat tercapai optimal 
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4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

Realisasi 13,10% 70,80% 70,80% 88,80% 88,80% 88,80% 88,80% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan 

informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak 

terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, 

transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

Deskripsi IKU : 

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi 

perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP. Tingkat 

efektivitas penyuluhan dan pelayanan dapat diukur dari indeks hasil survei. 

Formula IKU : 

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio 

Perubahan Perilaku Bayar)} 

Realisasi IKU : 

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar  

atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 
Progress 

Kegiatan 
Perubahan Perilaku 

Realisasi 

IKU 

Capaian IKU 

Lapor Bayar 
s.d Q1 

(10%) 

s.d Q2 

(40%) 

s.d Q3 

(60%) 

s.d Q4 

(74%) Capaian 
Rasio 

(18,5%) 
Capaian 

Rasio 

(28,12%) 
Capaian 

Rasio 

(42,18%) 

100% 18,50% 42,48% 28,12% 85,84% 42,18% 88,80% 84,09 120,00 120,00 120,00 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pada 

akhir tahun mencapai realisasi 88,80%. Dengan target pada Q4 (74%) maka capaian 

mencapai (120). Capaian ini diperoleh dikarenakan capaian kegiatan edukasi dan 

penyuluhan (100%) dengan rsio (18,50%) dan perubahan perilaku lapor mencapai 

(42,48%) dengan rasio (28,12%) dan perubahan perilaku bayar mencapai (85,84%) dengan 

rasio (42,18%). Kinerja IKU ini mendapat capaian yang maksimal dikarenakan kegiatan 

edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Realisasi Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase perubahan perilaku lapor 

dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

- - - 84,00% 88,80% 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 54 

 

Realisasi IKU tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dikarenakan 

dikarenakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang 

Barat sudah efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase perubahan perilaku lapor 

dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

100,00 - 74.00% 88,80% 

Realisasi IKU tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dikarenakan 

dikarenakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang 

Barat sudah efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 

atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 
- - 88,80% 

Realisasi IKU tahun 2024 mencapai target dikarenakan dikarenakan kegiatan edukasi 

dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari kegiatan 

yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Sosialisasi Langsung 

• Sosialisasi Tidak Langsung 

• Layanan Tatap Muka 

• Layanan Non Tatap Muka 

• Business Development Services 

• Koordinasi dengan berbagai pihak 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : adanya rencana dan evaluasi 

kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan sudah efektif. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain, 

tingkat pemahaman yang berbeda antara Wajib Pajak dikarenakan tingkat Pendidikan, 

ketidakpatuhan Wajib Pajak meskipun sudah dilakukan edukasi atau penyuluhan, luas 

wilayah kerja dan jumlah Wajib Pajak yang belum diimbangi dengan penyuluh. Selain 

itu kemampuan penyuluh untuk melakukan penyuluhan dan edukasi berbeda-beda. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 
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- Melakukan edukasi dan penyuluhan secara tidak langsung menggunakan media 

sosial atau menggunakan teknologi informasi 

- Mengusulkan untuk menambah jumlah Penyuluh, 

- Meningkatkan pengetahuan secara berkala bagi penyuluh dengan mengikutsertakan 

di dalam diklat atau kegiatan lainnya. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

• Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur 

• Sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, Podcast Youtube 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak 

• Melakukan klarifikasi data SPT Tahunan oleh Penyuluh Pajak. 

• Melakukan edukasi terhadap 23 WP Jasa Konstruksi dan Real Estate 

• Menerbitkan surat himbauan dan visitasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dalam 

DSPT. 

• Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan 

kepada Wajib Pajak Bendahara, Pedagang Emas, dan UMKM 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara lain: 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Risiko Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penyuluhan 

dan edukasi dimitigasi dengan monitoring pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

• Risiko edukasi tidak menjangkau wilayah yang jauh dimitigasi risiko dengan penyuluhan 

melalui media sosial atau menggunakan aplikasi zoom. 

• Risiko rendahnya kualitas tenaga penyuluh dimitigasi dengan peningkatan pengetahuan 

melalui diklat atau kegiatan lainnya. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 
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• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Pemanfaatan CRM Edukasi Penyuluhan dalam rangka identifikasi Wajib Pajak yang 

diusulkan dalam DSPT 

• Profiling Wajib Pajak yang akan diundang sosialisasi / penyuluhan* 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur dan  

• Sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, Podcast Youtube 

• Penyuluhan diprioritaskan terhadap ketentuan-ketentuan baru, misal TER PPh Pasal 21, 

Penyesuaian Tarif untuk WP Badan, CTAS 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak 

• Layanan Non Tatap Muka berupa Helpdesk Konsultasi WhatsApp 

• Pelaksanaan BDS yang direncanakan akan dilakukan pada Triwulan I dan IV 

• Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan dan 

kepatuhan SPT Tahunan dan Kerjasama dengan Tax Centre dan Perguruan Tinggi 

4b-N | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

Realisasi 6% 12,58% 12,58% 18% 18% 107,95% 107,95% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 107,95 

Deskripsi IKU :  

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah indeks yang mengukur tingkat 

Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang dilakukan oleh 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Penghitungan capaian IKU 

dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 

85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas 

penyuluhan. 

Formula IKU : 

Indeks Hasil Survey 

Realisasi IKU : 

Dari hasil survey atas tingkat Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan 

Kehumasan di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat memperoleh indeks capaian 

107,95%. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah mendapatkan kepuasan layanan 

perpajakan dan peningkatan pengetahuan mengenai perpajakan dari kegiatan edukasi dan 

penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 57 

 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Hasil Survey 101,10 97,25 96,48 83,06 107,95 

Realisasi IKU tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum 

dikarenakan dikarenakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024. 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Indeks Hasil Survey - - 100 107,95 

Realisasi IKU tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dikarenakan 

dikarenakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang 

Barat sudah efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Hasil Survey 100 - 107,95 

Realisasi IKU tahun 2024 mencapai target dikarenakan dikarenakan kegiatan edukasi 

dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari kegiatan 

yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Sosialisasi Langsung 

• Sosialisasi Tidak Langsung 

• Layanan Tatap Muka 

• Layanan Non Tatap Muka 

• Business Development Services 

• Koordinasi dengan berbagai pihak 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : adanya rencana dan evaluasi 

kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan sudah efektif. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain, 

tingkat pemahaman yang berbeda antara Wajib Pajak dikarenakan tingkat Pendidikan, 

ketidakpatuhan Wajib Pajak meskipun sudah dilakukan edukasi atau penyuluhan, luas 

wilayah kerja dan jumlah Wajib Pajak yang belum diimbangi dengan penyuluh. Selain 

itu kemampuan penyuluh untuk melakukan penyuluhan dan edukasi berbeda-beda. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 
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- Melakukan edukasi dan penyuluhan secara tidak langsung menggunakan media 

sosial atau menggunakan teknologi informasi 

- Mengusulkan untuk menambah jumlah Penyuluh, 

- Meningkatkan pengetahuan secara berkala bagi penyuluh dengan mengikutsertakan 

di dalam diklat atau kegiatan lainnya. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

• Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur 

• Sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, Podcast Youtube 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak 

• Melakukan klarifikasi data SPT Tahunan oleh Penyuluh Pajak. 

• Melakukan edukasi terhadap 23 WP Jasa Konstruksi dan Real Estate 

• Menerbitkan surat himbauan dan visitasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dalam 

DSPT. 

• Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan 

kepada Wajib Pajak Bendahara, Pedagang Emas, dan UMKM 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

melakukan mitigasi risiko atas risiko tidak tercapainya target kinerja, antara lain: 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Risiko Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penyuluhan 

dan edukasi dimitigasi dengan monitoring pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

• Risiko edukasi tidak menjangkau wilayah yang jauh dimitigasi risiko dengan penyuluhan 

melalui media sosial atau menggunakan aplikasi zoom. 

• Risiko rendahnya kualitas tenaga penyuluh dimitigasi dengan peningkatan pengetahuan 

melalui diklat atau kegiatan lainnya. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Pemberian pelayanan dan edukas perpajakan yang setara tanpa membedakan gender. 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 
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• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Pemanfaatan CRM Edukasi Penyuluhan dalam rangka identifikasi Wajib Pajak yang 

diusulkan dalam DSPT 

• Sosialisasi Langsung berupa One-on-One, One-to-Many, Kelas Pajak, TGTS, TGTC, 

Pajak Bertutur 

• Sosialisasi Tidak Langsung berupa WhatsApp Blast, Live Instagram, Podcast Youtube 

• Penyuluhan diprioritaskan terhadap ketentuan-ketentuan baru, misal TER PPh Pasal 21, 

Penyesuaian Tarif untuk WP Badan, CTAS 

• Layanan Tatap Muka berupa Helpdesk dan Pojok Pajak dan layanan Non Tatap Muka 

berupa Helpdesk Konsultasi WhatsApp 

• Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan dan 

kepatuhan SPT Tahunan dan Kerjasama dengan Tax Centre dan Perguruan Tinggi. 

V. Persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif 

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan 

pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan 

penerimaan pajak dapat tercapai optimal. 

5c-P | Persentase pengawasan pembayaran masa 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 120,00% 110,44% 110,44% 103,05% 103,05% 116,80% 116,80% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 114,50 114,50 120,00 120,00 

Deskripsi IKU : 

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap 

penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan 

aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan 

pengawasan pembayaran masa terdiri dari : 

• Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis yaitu tindaklanjut STP sesuai 

Dafnom STP, penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 24 dan tindaklanjut data 

perpajakan tahun berjalan. 

• Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): 

adalah tindaklanjut STP sesuai Dafnom STP, penambahan WP hasil ekstensifikasi, 

tindaklanjut data tahun berjalan atas WP lainnya (berbasis kewilayahan). 

Formula IKU : 

 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

= 

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak 

Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa 

Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) 
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Persentase pengawasan 

pembayaran masa WP 

Strategis 

= 

Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti 
x 40% 

 
Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti 

+  

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 x 30% 

+  

Persentase Tindaklanjut data perpajakan tahun berjalan x 30% 

 

 

Persentase Pengawasan 

Pembayaran Masa Wajib 

Pajak Lainya (berbasis 

kewilayahan) 

= 

Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti 
x 30% 

 
Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti 

+  

( Capaian kuantitas penambahan WP x 75% ) + ( Capaian 

kualitas penambahan WP x 25%)  
x 40% 

+  

Persentase Tindaklanjut data perpajakan tahun berjalan x 30% 

Realisasi IKU : 

Uraian Realisasi Trajectory Capaian 

Realisasi tindaklanjut Dafnom STP 120% 90% 120 

Realisasi persentase tindaklanjut data perpajakan tahun 

berjalan 
105,90% 90% 120 

Capaian kualitas penambahan WP 131.88% 90% 120 

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 120% 90% 120 

Realisasi Capaian IKU tahun 2024 KPP Pratama Serang Barat baik Wajib Pajak 

Strategis dan Kewilayahan mencapai 120. Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan PPM 

di KPP Pratama Serang Barat sudah dilakukan secara efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase pengawasan pembayaran 

masa 
 106,73% 162,10% 109,19 116,80% 

Realisasi IKU di tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023, hal ini dikarenakan 

Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan PPM di KPP Pratama Serang Barat sudah 

dilakukan secara efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase pengawasan pembayaran 

masa 
100,00% 100,00% 90,00% 116,80% 

Dibandingkan dengan target Renstra DJP dan Target Kinerja, kinerja IKU memperoleh 

capaian diatas target, hal ini dikarenakan rencana, program dan evaluasi kegiatan terkait 

IKU sudah dilaksanakan secara efektif oleh KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
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Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 100,00 116,80% 

Dibandingkan dengan target Standar Nasional dan Target Kinerja capaian kinerja IKU 

memperoleh capaian realisasi diatas target, hal ini dikarenakan rencana, program dan 

evaluasi kegiatan terkait IKU sudah dilaksanakan secara efektif oleh KPP Pratama Serang 

Barat di tahun 2024. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU. 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari 

kegiatan extra effort yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Pengawasan intensif terhadap WP Bendahara Instansi Pemerintah 

• Pengawasan pembayaran shortfall 

• Peningkatan penerimaan rutin tahun berjalan 

• Pemanfaatan data tahun berjalan 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : sudah terjalinnya Kerjasama dengan 

pihak pemerintah daerah setempat terkait pengawasan bendahara, sudah terdapat 

rencana dan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain 

ketidapatuhan Wajib Pajak dalam melaksnakan kewajiban perpajakan, kemampuan 

Wajib Pajak (ability to pay) yang rendah dan pengetahuan WP Bendahara yang berbeda. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain melakukan edukasi dan penyuluhan secara tidak langsung 

menggunakan media sosial atau menggunakan teknologi informasi, melakukan 

pendampingan dalam hal pembayaran dan peningkatan pengetahuan WP Bendahara 

dan mengupayakan pembayaran melalui angsuran pembayaran. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Penguatan pengawasan kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah, termasuk monitoring realisasi pagu 

anggaran, tax ratio, dan detail transaksi 

• Peningkatan intensitas kerjasama dan koordinasi dengan pemda dalam rangka 

meningkatkan pengawasan pajak BIP 

• Koordinasi dan kerjasama dengan KPPN Tipe A1 Serang dan Kanwil DJPb Prov Banten 

sebagai Kemenkeu Satu 

• Sosialisasi, edukasi, dan asistensi pemenuhan kewajiban pajak BIP 

• Monitoring penerimaan pajak dan realisasi anggaran belanja secara berkala 

• Outbound call pengawasan pembayaran rutin tahun berjalan (pengawasan pembayaran 

shortfall) 

• Penerbitan STP dan SP2DK tahun berjalan 
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• Pemanfaatan data tahun berjalan (data pemicu, data hasil KPDL, KMS/PBG) 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Risiko atas Wajib Pajak tidak membayar pembayaran masa sesuai dengan ketentuan 

dimitiasi dengan : 

- Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara 

menerbitkan Surat Teguran atas pelaporan SPT 

- Mengirimkan pesan melalui Whatsapp Blast (WA Blast) kepada Wajib Pajak untuk 

mengingatkan Wajib Pajak atas kewajiban Perpajakannya 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk perlakuan perpajakan 

yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan pajak 

Bendahara, dengan meningkatkan intensitas koordinasi melalui telepon maupun 

kunjungan 

• Sosialisasi, edukasi, kelas pajak, dan asistensi kewajiban perpajakan Bendahara 

• Percepatan pelaksanaan Berita Acara Rekonsiliasi Semester 2-2023 dan Semester 1-

2024 

• Pengawasan intensif terhadap bendahara dengan tax ratio rendah 

• Pengawasan pembayaran shortfall termasuk pengawasan terhadap WP yang hanya 

melakukan transaksi dengan instansi pemerintah 

• Penerbitan STP berdasarkan dafnom 

• Monitoring data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb secara berkala 

• Penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan 

• Pengawasan pembayaran masa atas sektor yang mengalami growth: 

• Jasa keuangan (yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25) 

• Pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 
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VI. Pengujian kepatuhan material yang efektif 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan 

probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib 

Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. 

06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi N/A 91,05% 91,05% 102,43% 102,43% 115,83% 115,83% 

Capaian N/A 91,05 91,05 102,43 102,43 115,83 115,83 

Deskripsi IKU : 

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan 

pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi : 

• Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 

50%) adalah salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas 

data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan 

ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan 

Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah 

disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan 

realisasi dua komponen yaitu Komponen Penelitian (40%) dan Komponen Tindak Lanjut 

(60%) 

• Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya 

(Kewilayahan) (Bobot 50%) adalah salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan 

Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dimulai 

dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya 

(Berbasis Kewilayahan) dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji 

yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan 

material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam 

rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan 

pajaknya. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian 

dua komponen yaitu Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%). 

Formula IKU : 

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

= 

"(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)  

 

+  
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(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya 

(Berbasis Kewilayahan))" 

 

 

Persentase penyelesaian 

permintaan penjelasan 

atas data dan/atau 

keterangan Wajib Pajak 

Strategis 

= 
(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak 

Lanjut) 
 

Maksimal 120% 

Capaian Penelitian 

(Maks 120%) 

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 
X 100% 

Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis 

Maksimal 120% 

Capaian Tindak Lanjut 

(Maks 120%) 

Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis 
X 100% 

Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis 

Maksimal 120% 

 

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan WP Lainnya (Berbasis 

Kewilayahan) 

= '(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas) 

Maksimal 120% 

Capaian Kuantitas (Maks 

120%) 
= 

(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari 

SP2DK Outstanding) 

Capaian Kualitas = 

Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 

secara kualitas 
X 100% 

Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 

secara Kualitas 

Realisasi IKU : 

No Uraian Realisasi Trajectory Capaian 

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak 

Strategis) 

120,00%  100%  120,00% 

2. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya 

(Berbasis Kewilayahan 

111,63%  100%  111,63% 

Meskipun realisasi IKU selama tahun 2024 baik strategis maupun kewilayahan 

mencapai realisasi sebesar 115,83% belum mencapai angka maksimal (120%) namun 

pelaksanaan kegiatan pengawasan PKM melalui penerbitan SP2DK sudah efektif.  

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

120,00% 110.03% 120,00% 120,00% 115,83% 
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Realisasi IKU di tahun 2024, dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya masih 

lebih, namun sudah diatas 100%. Penurunan ini disebabkan terbatasnya bahan baku 

berupa data-data yang ada untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK dan abilty to 

pay Wajib Pajak (terutama untuk WP Kewilayahan) untuk menyelesaikan pembayaran 

pajak sesuai potensi pajak di SP2DK masih rendah. Selain itu tingkat ketidakpatuhan Wajib 

Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan terkait SP2DK masih cukup tinggi.  

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

100,00% 100,00% 100,00% 115,83% 

Realisasi IKU di tahun 2024, sudah mencapai target diatas target yang diamanatkan di 

dalam renstra dan RPJMN. Capaian ini dikarenakan adanya rencana, pelaksanaan dan 

pengawasan penerbitan SP2DK di KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan 
100% - 115,83% 

Realisasi IKU selama tahun 2024 baik strategis maupun kewilayahan mencapai 

realisasi sebesar 115,83%. Capaian ini dikarenakan adanya rencana, pelaksanaan dan 

pengawasan penerbitan SP2DK di KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU : 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari 

kegiatan extra effort yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 

• Penerbitan Laporan Kinerja secara periodic setiap bulannya untuk memonitoring 

kegiatan pencapaian IKU. 

• Penggalian potensi tematik untuk sektor: Toko Bangunan, Toko  Emas dan Perhiasan, 

Usaha Kuliner dan Sektor Kesehatan/Kecantikan. 

• Penggalian potensi sektor potensial melalui bedah WP. 

• Kegiatan mirroring dari kegiatan yang telah dilakukan dan berhasil menambah 

penerimaan, baik dari kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. 

• Sharing session dan IHT dengan expert atau ahli sektor tertentu untuk  menambah 

kapasitas dan kompetensi AR. 

• Optimalisasi visit serta canvasing. 

• Pemanfaatan data pihak ketiga seperti data kapitasi BPJS, Faktur Pajak 00. 

• Kegiatan konseling secara serentak dan komprehensif (kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan dan penagihan), jika diperlukan dilakukan bersama PPNS. 
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Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :  

- Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan sudah dilakukan secara 

efektif. 

- Pemanfaatan data yang ada secara maksimal. 

- Kegiatan galpot tematik yang berkesinambungan terhadap sektor usaha yang 

potensial yang belum tergali. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 

- Ability to pay (kemampuan bayar) rata-rata Wajib Pajak Barat yang rendah. 

- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan rata-

rata rendah. 

- Ketersediaan bahan baku berupa data-data untuk ditindaklanjuti dengan SP2DK 

terbatas (rata-rata kurang potensial). 

- Kemampuan AR untuk melakukan penggalian potensi pajak masih belum merata, 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 

- Menjalankan kegiatan edukasi penyuluhan pajak ke Wajib Pajak secara intensif 

sebagaimana telah diuraiakan di atas. 

- Melakukan pendekatan ke Wajib Pajak sesuai dengan karakternya. 

- Penggalian potensi pajak mempertimbangkan faktor ability to pay Wajib Pajak dan 

memberi kesempatan Wajib Pajak untuk membayar secara mengangsur. 

- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melakukan penggalian 

potensi pajak dengan melakukan bedah WP, Sharing Session, Forum AR dan 

mengikutsertakan dalam diklat-diklat/IHT yang diselenggarakan secara internal 

maupun eksternal. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Tindak lanjut data oustanding SP2DK dan LHP2DK. 

• Tindak lanjut DSP4 (DPP dan DSPE) Semester II Tahun 2024 dengan memperhatikan 

tax gap dan data CRM IRE. 

• Penggalian potensi tematik untuk sektor: Toko Bangunan, Toko  Emas dan Perhiasan, 

Usaha Kuliner dan Sektor Kesehatan/Kecantikan (telah dibentuk KEP Tim Penggalian 

Potensi Tematik, tanggal 13 Mei 2024). 

• Penggalian potensi sektor potensial melalui bedah WP. 

• Kegiatan mirroring dari kegiatan yang telah dilakukan dan berhasil menambah 

penerimaan, baik dari kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. 

• Sharing session dan IHT dengan expert atau ahli sektor tertentu untuk  menambah 

kapasitas dan kompetensi AR. 

• Optimalisasi visit serta canvasing. 

• Pemanfaatan data pihak ketiga seperti data kapitasi BPJS, Faktur Pajak 00. 

• Kegiatan konseling secara serentak dan komprehensif (kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan dan penagihan), jika diperlukan dilakukan bersama PPNS. 
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Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain sebagai berikut : 

• Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis 

yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan 

Pemantauan melalui aplikasi Mandor DJP, Rapor AR dan konseling bersama Kepala 

Kantor. 

• Risiko Wajib Pajak tidak merespon SP2DK dimitigasi dengan kegiatan visit/kunjungan 

lapangan dan konseling dengan pendekatan sesuai dengan karakter WP. 

• Risiko terkait dengan Ability to Pay Wajib Pajak dimitigasi dengan memberi kesempatan 

Wajib Pajak membayar secara menganggsur. 

• Risiko tidak meratanya kemampuan pegawai dalam melakukan potensi pajak dimitigasi 

dengan kegiatan bedah WP, Sharing Session, Forum AR dan mengikutsertakan dalam 

diklat-diklat/IHT yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Pemanfaatan data pemicu, FP 000, LHA Kanwil dan KPDJP, serta hasil KPDL 

• Penyelesaian Bahan Baku Pengawasan yang diantaranya adalah: LHP2DK <2024 

Dalam Pengawasan, DPP belum LHPT, SP2DK Open <2023, dengan memperhatikan 

tax gap dan data CRM IRE. 

• Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas nilai 

potensi besar 

• Meneruskan Penggalian potensi tematik untuk sektor: Toko Bangunan, Toko  Emas dan 

Perhiasan, Usaha Kuliner dan Sektor Kesehatan/Kecantikan (telah dibentuk Tim 

Penggalian Potensi Tematik. 

• Kolaborasi dengan fungsional pemeriksa pajak dalam Bedah WP dan penyusunan 

SP2DK. 

• Prioritas penyelesaian SP2DK dengan tahun pajak yang daluarsa atau mendekati 

daluarsa 
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• Mirroring dari kegiatan yang telah berhasil menambah penerimaan, baik dari kegiatan 

pengawasan maupun pemeriksaan 

• Melakukan Konseling secara serentak dan komprehensif, jika diperlukan dilakukan 

bersama PPNS. 

06b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan     

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 95,94% 114,19% 114,19% 113,55% 113,55% 119,48% 119,48% 

Capaian 95,94 114,19 114,19 113,55 113,55 119,48 119,48 

Deskripsi IKU : 

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen 

yaitu : 

• Pemanfaatan data STP  

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar 

Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya 

Ditindaklanjuti 

• Pemanfaatan data Matching.  

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah 

jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga 

Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan). 

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang 

ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data 

Konkret selain tahun berjalan. 

- Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat 

melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024. 

- Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. 

- Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data 

Matching dihitung N/A. 

Formula IKU : 

 
Pemanfaatan Data 

selain tahun berjalan : 
= 

Capaian Pemanfaatan Data STP + Capaian Pemanfaatan Data Matching  

2  

 
Pemanfaatan 

Data STP 
= 

Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti 
X100% 

 
Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti 

 

Pemanfaatan Data Matching 

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP Serang 

Barat 

 Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti  

 Target Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti  

Realisasi IKU : 

No Uraian Realisasi Trajectory Capaian 

1. Realisasi Pemanfaatan Data STP 120,00% 100,00% 120 

2. Realisasi Pemanfaatan Data Matching 120,00% 100,00% 120 
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Realisasi akhir tahun atas IKU sudah mencapai maksimal (120%), capaian ini 

disebabkan karena pengawasan atas tindaklanjut data di KPP Pratama Serang Barat sudah 

efektif dijalankan. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase pemanfaatan data selain 

tahun berjalan 
- - - 120,00% 120,00% 

Realisasi IKU tahun 2024 dapat dicapai dikarenakan KPP Pratama Serang Barat sudah 

melakukan kegiatan tidaklanjut atas kegiatan yang berkaitan dengan IKU sudah efektif 

dijalankan. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase pemanfaatan data selain 

tahun berjalan 
- - 100,00% 120,00% 

Realisasi IKU tahun 2024 dapat dicapai dikarenakan KPP Pratama Serang Barat sudah 

melakukan kegiatan tidaklanjut atas kegiatan yang berkaitan dengan IKU sudah efektif 

dijalankan. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase pemanfaatan data selain tahun 

berjalan 
100,00%  120,00% 

Realisasi IKU tahun 2024 dapat dicapai dikarenakan KPP Pratama Serang Barat sudah 

melakukan kegiatan tidaklanjut atas kegiatan yang berkaitan dengan IKU sudah efektif 

dijalankan. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU : 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, tak terlepas dari 

kegiatan extra effort yang dilakukan antara lain : melakukan tindaklanjut data dan 

monitoring melalui laporan kinerja secara periodik dan melakukan rapat rutin evaluasi. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : tersedianya data-data dalam aplikasi 

yang sudah disediakan kantor pusat. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain tidak adanya 

kemauan/motivasi dari pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu 

upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi hal tersebut 
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antara lain dengan memberikan motivasi melalui kegiatan kantor ataupun dari atasan 

langsung dan melakukan visit/kunjungan lapangan ke Wajib Pajak untuk mengklarifikasi 

data. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Percepatan atas tindaklanjut data pemicu dan penguji serta STP. 

• Monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut data secara periodic. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain risiko tidak tercapainya target IKU dimitigasi dengan monitoring 

atas tindaklanjut secara periodik. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk perlakuan perpajakan 

yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Percepatan tindaklanjut data pemicu/konkret serta STP di approweb. 

• Melakukan kunjungan lapangan terkait data yang sudah ditindaklanjuti 

• Monitoring dan evaluasi melalui penerbitan laporan kinerja secara periodik dan kegiatan 

rapat evaluasi. 

• Melakukan peningkatan motivasi pegawai melalui kegiatan kegiatan kantor yang 

dilakukan oleh Kepala Kantor dan perwakilan seksi-seksi. 

6-cN | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu  

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
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Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 120,00% 98,70% 98,70% 78,47% 78,47% 91,41% 91,41% 

Capaian 120,00 98,70 98,70 78,47 78,47 91,41 91,41 

Deskripsi IKU : 

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka 

memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 

dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 

30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. 

Formula IKU : 

Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP 

tepat waktu 

= 

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite 

kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku 

pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan 

 

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) 

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100% 

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) 

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor 

 

 

Persentase penyiapan bahan baku 
pemeriksaan terhadap target PKM 

Pemeriksaan (bobot 30%) 
= 

Nilai Potensi yang diusulkan 

X100% Target Pemenuhan bahan baku 

Realisasi IKU : 

No Uraian 

Laporan 

KKWP 

(Bobot 30%) 

Kualitas 

Pelaksnaan 

KKWP 

(Bobot 40%) 

Penyiapan 

Bahan Baku 

Pemeriksaan 

(Bobot 30%) 

1. Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu 

120% 90,31% 64,29% 

Realisasi IKU tahun 2024 sebesar (91,41%) berasal dari realisasi kualitas pelaksanaan 

KKWP (90,31%) dan realisasi penyiapan bahan baku pemeriksaan (64,29%). Realisasi IKU 

tersebut belum mencapai angka maksimal dikarenakan masih terdapat keterlambatan 

penyampaian Laporan KKWP dan ketersediaan bahan baku pemeriksaan dari usulan 

pemeriksaan masih rendah. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 
- - - - 91,41% 
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IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak ada realisasi kinerja IKU di 

tahun sebelumnya. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 
  100,00% 91,41% 

Realisasi IKU tersebut belum mencapai angka maksimal dikarenakan masih terdapat 

keterlambatan penyampaian Laporan KKWP dan ketersediaan bahan baku pemeriksaan 

dari usulan pemeriksaan masih rendah. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak KPP tepat waktu 
100,00% - 91,41% 

Realisasi IKU tersebut belum mencapai angka maksimal dikarenakan masih terdapat 

keterlambatan penyampaian Laporan KKWP dan ketersediaan bahan baku pemeriksaan 

dari usulan pemeriksaan masih rendah. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU  

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, masih dibawah angka 

realisasi maksimal namun demikian, kegiatan dalam rangka mencapai target IKU yang 

telah dilakukan KPP Pratama Serang Barat antara lain : 

• Kegiatan rapat rutin dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja IKU. 

• Monitoring penyampaian laporan KKWP. 

• Melakukan Bedah WP, sharing session, atas Wajib Pajak yang akan diusulkan 

pemeriksaan. 

• Penyampaian rapot kinerja secara periodik. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya monitoring dan evaluasi 

secara periodik melalui rapot kinerja. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain minimnya 

ketersediaan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi hal tersebut antara lain 

melakukan bedah WP, sharing session secara rutin atas usulan pemeriksaan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 
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• Melakukan kegiatan Bedah WP, sharing session secara periodik. 

• Monitoring kinerja melalui penyampaian laporan kinerja secara periodik. 

• Penggalian potensi pajak secara tematik dan melaksanakan kegiatan quick win dalam 

merealisasikan potensi pajak. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain risiko tidak tercapainya target IKU dimitigasi dengan monitoring 

atas tindaklanjut secara periodik dan peningkatan kualitas usulan pemeriksaan melalui 

kegiatan bedah WP, sharing session. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk perlakuan perpajakan 

yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Inventarisir data pemicu, data internal/eksternal, CRM, ATP, data tax gap dan 

benchmarking untuk penyusunan DPP 

• Penentuan target penerbitan SP2DK atas DPP (jumlah dan waktu penerbitan) 

• Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas nilai 

potensi besar 

• Pengiriman SP2DK softfile  kepada WP, untuk WP yang dapat dihubungi, sehingga lebih 

cepat diterima WP 

• Undangan pembahasan kepada WP yang tidak merespon 

• Outbound call dan WA-Blast SP2DK 

• Visit ke lokasi WP dengan prioritas WP yang tidak kooperatif dan/atau tidak menanggapi 

SP2DK dan tidak hadir dalam undangan pembahasan/konseling 

• Menerbitkan biling angsuran pembayaran setiap bulan untuk meringankan cash flow 

wajib pajak yang telah memiliki komitmen atas LHP2DK status dalam pengawasan yang 

belum lunas 

• Kolaborasi dengan FPP dan PPNS terkait tindak lanjut SP2DK dengan potensi besar 

• Pemantauan penerbitan SP2DK atas DPP 

• Pemantauan Tindak Lanjut SP2DK secara berkala 
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• Pengembangan tools/aplikasi monitoring tindak lanjut DPP dan SP2DK 

• Pembentukan basis data peternak ayam dengan pengembangan aplikasi pemetaan 

peternakan ayam 

• Penggalian potensi berbasis data dan aplikasi pemetaan peternakan ayam 

• Penggalian potensi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, jalan protokol) 

VII. Penegakan hukum yang efektif 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya 

hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan 

kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. 

07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian  

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 67,57% 109,69% 109,69% 93,55% 93,55% 120,00% 120,00% 

Capaian 67,57 109,69 109,69 93,55 93,55 120,00 120,00 

Deskripsi IKU : 

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP 

terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan 

dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian 

pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas 

Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan 

penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur 

dengan dua parameter, yaitu: 

• Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan 

• Komponen Tingkat efektivitas penilaian. 

Formula IKU : 

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas 

Penilaian x 40%) 

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120% 

Realisasi IKU 

Nama Variabel Bobot 

Target 

per 

Variabel 

Realisasi 

per 

Variabel 

Capaian 

per 

variabel 

Capaian per 

Variabel x 

Bobot 

 a b c d = c : b e = d x a a 

Var 1 Persentase nilai SKP terbit tahun 

berjalan dibandingkan dengan  data 

potensi DSPP 

15% 75% 87,76% 117,01% 17,55%  

Var 2 Persentase nilai SKP disetujui 

dibandingkan dengan skp terbit tahun 

berjalan 

25% 100% 113,37% 113,37% 28,34%  

Var 3 Persentase realisasi penyelesaian 

pemeriksaan 
30% 100% 54,27% 54,27% 16,28%  

Var 4 Persentase realisasi penyelesaian 

pemeriksaan tepat waktu 
25% 75% 101,89% 120,00% 30,00%  
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Var 5 Persentase nilai ketetapan terbit 

tahun berjalan dibandingkan dengan nilai 

restitusi 

5% 70% 96,67% 120,00% 6,00%  

Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan 98,17% 

Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan 80% 

Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan 120,00% 

 

Deskripsi Realisasi Target Capaian 

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian 146,43% 85,00% 120,00% 

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu 110,00% 90,00% 120,00% 

   120,00% 

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian  120,00% 

Capaian IKU di tahun 2024 mencapai nilai maksimal (120%) yang mana realisasi 

Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas 

Penilaian mencapai (120%). Capaian realisasi IKU dikarenakan kegiatan pemeriksaan dan 

penilaian selama tahun 2024 sudah berjalan secara efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 

penilaian 
109,43% 109,77% 101,88% 106,41% 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 mencapai nilai tertinggi dibandingkan dengan 5 (lima) 

tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kegiatan pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama 

Serang Barat selama tahun 2024 sudah berjalan efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 

penilaian 
80,00% 80,00% 100,00% 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 dibandingkan dengan target renstra lebih tinggi (40,00%) 

dan RPJMN DJP (40,00%) dan dibandingkan dengan target kinerja (20,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Serang Barat selama tahun 

2024 sudah berjalan efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00%  120,00% 

Capaian IKU di tahun 2024 mencapai nilai maksimal (120%) dikarenakan kegiatan 

pemeriksaan dan penilaian selama tahun 2024 sudah berjalan secara efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 
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Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, mencapai nilai 

maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan extra effort yang dilakukan selama tahun 2024. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 

• Percepatan Penyelesaian Kegiatan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku/tepat waktu; 

• Optimalisasi pencapaian target PKM Pemeriksaan dari ketetapan pajak yang disetujui 

oleh Wajib Pajak dalam kriteria pemeriksaan khusus DSPP. 

• Melakukan tindakan penagihan aktif berupa penyampaian Surat Teguran, SP, Blokir, 

Sita, Lelang dan Pencegahan 

• Melakukan tindakan persuasif terhadap 100 wajib pajak terbesar. 

• Melakukan koordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Banten dalam 

rangka optimalisasi tindakan penagihan dan pengamanan pencairan piutang pajak 

• Optimalisasi penyelesaian kegiatan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

• Optimalisasi pencapaian target penerimaan PBB. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :  

- Monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan penagihan. 

- Pendekatan persuasif yang dilakukan kepada Wajib Pajak 

- Optimalisasi kegiatan pemeriksaan, penagihan dan penilaian secara efektif. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 

- WP tidak membayar nilai SKP yang disetujui pada saat pembahasaan akhir baik 

karena tidak mampu atau tidak mampu; 

- Bahan baku berupa data potensi penerimaan pajak dan potensi nilai konversi yang 

masih dibawah target; 

- Wajib Pajak tidak kooperatif dalam hal dilakukannya pemeriksaan seperti WP tidak 

meminjamkan buku, catatan, dan data/dokumen; 

- WP tidak membayar nilai SKP yang disetujui pada saat pembahasaan akhir baik 

karena tidak mampu atau tidak mampu; 

- Bahan baku berupa data potensi penerimaan pajak dan potensi nilai konversi yang 

masih dibawah target; 

- Wajib Pajak tidak kooperatif dalam hal dilakukannya pemeriksaan seperti WP tidak 

meminjamkan buku, catatan, dan data/dokumen; 

- Wajib Pajak tidak membuat buku, catatan, dan data/dokumen secara lengkap 

- Wajib Pajak tidak membuat buku, catatan, dan data/dokumen secara lengkap. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 

- Monitoring tunggakan dan progress pemeriksaan secara berkala agar Pemeriksa 

dapat mengatur waktu penyelesaian pemeriksaan dengan baik dan optimal ; 

- Monitoring dan melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan atas penerbitan SKP 

dan/atau STP sesuai dengan usulan ketetapan dalam laporan hasil pemeriksaan; 

- Melakukan edukasi dan persuasif kepada Wajib Pajak yang diperiksa untuk 

menyetujui hasil ketetapan yang akan diterbitkan; 

- Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kasi Pengawasan untuk 

mendapatkan data potensi pajak sebagai bahan usulan DSPP Strategis dan DSPP 

Kewilayahan ; 
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- Mengedukasi WP terkait kewajiban melakukan pembukuan/pencatatan . 

- WP tidak membayar nilai SKP yang disetujui pada saat pembahasaan akhir baik 

karena tidak mampu atau tidak mampu; 

- Bahan baku berupa data potensi penerimaan pajak dan potensi nilai konversi yang 

masih dibawah target; 

- Wajib Pajak tidak kooperatif dalam hal dilakukannya pemeriksaan seperti WP tidak 

meminjamkan buku, catatan, dan data/dokumen; 

- Wajib Pajak tidak membuat buku, catatan, dan data/dokumen secara lengkap 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Program percepatan penyelesaian pemeriksaan dan penagihan. 

• Melakukan kegiatan edukasi dan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dalam 

menyelesaikan pemeriksaan dan penagihan. 

• Melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring secara periodik dengan seksi pengawasan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain risiko adanya penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo, 

dimitigasi dengan Pemantauan secara berkala melalui Laporan Kinerja Pemeriksaan, yang 

berisi daftar nominatif penyelesaian tunggakan pemeriksaan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk perlakuan perpajakan 

yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Melakukan rapat pembahasan untuk mendapatkan data potensi yang akurat sebagai 

bahan usulan DSPP; 

• Melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pemeriksaan dalam jangka waktu 6 bulan 

tanpa perpanjangan; 
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• Monitoring tunggakan dan progress penyelesaian pemeriksaan secara berkala agar 

Pemeriksa dapat mengatur waktu penyelesaian pemeriksaan dengan baik dan optimal; 

• Melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan dalam rangka monitoring penerbitan 

SKP dan/atau STP sesuai dengan usulan ketetapan dalam laporan hasil pemeriksaan; 

• Melakukan persuasive kepada Wajib Pajak pada tahap akhir pemeriksaan agar wajib 

pajak mau membayar SKP yang disetujui dan akan terbit; 

• Permintaan data/informasi ke pihak ketiga (bank, lawan transaksi, dll) untuk membantu 

penyelesaian pemeriksaan. 

• Monitoring penyampaian data/informasi IBK dari pihak terkait; 

• Melakukan Penilaian PBB atas SPOP yang dilaporkan Wajib Pajak  

• Menerbitkan  SKT terhadap objek baru PBB atas IUP yang baru terbit/tersedia di aplikasi 

Minerba One Map 

• Melakukan penilaian atas objek baru dan diterbitkan SPPT PBB 

• Bekerjasama dengan Account Representative untuk melakukan pengawasan atas Wajib 

Pajak yang memiliki objek PBB  

• Bekerjasama dengan jurusita untuk menindaklanjuti tunggakan PBB dengan tindakan 

penagihan  

• Mengusulkan adanya Fungsional Penilai di KPP karena keterbatasan tenaga petugas 

penilai dan tindaklanjut penilaian yang tidak dapat diampu oleh petugas penilai  

• Melakukan permintaan bantuan penilaian ke Kanwil terkait penilaian yang menjadi 

kewenangan fungsional penilai 

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75% 

Realisasi 24,22% 43,90% 43,90% 91,98% 91,98% 110,76% 110,76% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Deskripsi IKU : 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang 

yang telah disita. 

• Variabel tindakan penagihan (50%); 

• Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); 

• Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). 

Formula IKU 

No. Tindakan Penagihan Formula % Bobot 

1 Surat Teguran (Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100% 19% 

2 Surat Paksa (Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100% 29% 

3 Penyitaan (Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100% 8% 

4 Pemblokiran (Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100% 28% 

5 Penjualan Barang Sitaan 
(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan 

Barang Sitaan) x 100% 
16% 

Jumlah 100% 
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Realisasi IKU 

Nama IKU 

Var 
I(Tindakan 
Penagihan) 

50% 

Var II 
(Tindaklanjut 

DSPC) 
20% 

Var III 
(Pencairan 

DSPC) 
30% 

% 
Realisasi 

Penagihan 

Capaian 
IKU s.d TW 
III (Target 

75%) 

Capaian IKU 
Triwulan IV 

(Maks 120%) 

Tingkat 
efektivitas 
penagihan 

112,44% 100,00% 86,42% 102,15% 136,20% 120% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan Penagihan pajak yang dijalankan KPP Pratama Serang barat sudah 

efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tingkat efektivitas penagihan - 113,75% 120,00% 93,68% 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%) dan lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan kegiatan Penagihan pajak yang 

dijalankan KPP Pratama Serang barat sudah efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Tingkat efektivitas penagihan - - 100,00% 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan Penagihan pajak yang dijalankan KPP Pratama Serang barat sudah 

efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat efektivitas penagihan 100,00% - 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan Penagihan pajak yang dijalankan KPP Pratama Serang barat sudah 

efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, mencapai nilai 

maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan extra effort yang dilakukan selama tahun 2024. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 

• Melakukan tindakan penagihan aktif berupa penyampaian Surat Teguran, SP, Blokir, 

Sita, Lelang dan Pencegahan 
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• Melakukan tindakan persuasif terhadap 100 wajib pajak terbesar. 

• Melakukan koordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Banten dalam 

rangka optimalisasi tindakan penagihan dan pengamanan pencairan piutang pajak 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :  

- Monitoring dan evaluasi kegiatan penagihan. 

- Pendekatan persuasif yang dilakukan kepada Wajib Pajak 

- Optimalisasi kegiatan penagihan secara efektif. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 

- Alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap sehingga sulit untuk menyampaikan Surat 

(terutama Surat Paksa), 

- Banyak WP di wilayah kerja KPP Serang Barat yang memiliki masalah sama seperti 

terkait pinjam bendera, perusahaan boneka, penipuan oknum yang mengaku 

konsultan pajak, dsb., 

- Tidak adanya database rekening WP yang up to date. 

- Terdapat wajib pajak yang mengikuti program pengurangan sanksi administrasi yang 

diadakan oleh Kanwil Desember 2023 dengan Keputusan ditolak  

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 

- Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa 

- Nilai komitmen sampai dengan Desember 2024 sebanyak 51 wajib pajak yang akan 

ditindaklanjuti sebesar Rp2.930.000.000 

- Dilakukan pemblokiran dengan metode tebar jaring. Saat WP/PP masih 

membutuhkan rekening mereka akan datang atau menghubungi JSPN., 

- Jumlah DSPC yang telah ditindaklanjuti sebanyak 53 wajib pajak dengan realisasi 

sebesar Rp4.385.406.939; dari jumlah target sebanyak 50 atau sebesar 106% 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Program percepatan penyelesaian penagihan. 

• Melakukan kegiatan edukasi dan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dalam 

menyelesaikan pemeriksaan dan penagihan. 

• Melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring secara periodik . 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain : 

• Risiko pencairan piutang pajak tidak mencapai target, dimitigasi dengan pemantauan 

secara berkala kepada kelompok Wajib Pajak dengan jumlah piutang terbanyak dan 

pemantauan kepada 100 Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak terbesar. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk perlakuan perpajakan 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 81 

 

yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Melakukan percepatan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa 

• Menyusun Daftar Piutang, daftar WP potensial bayar, dan data/informasi terkait 

penunggak pajak 

• Menyusun timeline kegiatan Penagihan 

• Percepatan pelaksanaan penagihan aktif untuk utang pajak yang mendekati daluarsa 

• Menyusun dafnom WP yang akan dilakukan pemblokiran 

• Melakukan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik 

• Melakukan Visit ke Lokasi Wajib pajak untuk percepatan pembayaran utang pajak 

• Melakukan pemanggilan dalam rangka persuasi kepada Wajib Pajak untuk segera 

melunasi tunggakan pajak 

• Melakukan koordinasi dengan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil 

• Melakukan kolaborasi dengan PPNS untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan 

pajak yang besar. 

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 0% 0% 0% 0% 0% 100,00% 100,00% 

Capaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Deskripsi IKU : 

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui 

kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain 

dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat 

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar 

wilayah kerja KPP.  Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak 
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yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam 

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP 

harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi 

KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi 

Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang 

menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. 

Formula IKU : 

 
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah 

X100  
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah 

Realisasi IKU : 

Selama tahun 2024, usulan bukti permulaan yang disampaikan ke Kanwil Banten dan 

disetujui berjumlah 1 (satu) Wajib Pajak. Sehingga Realisasi Penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dicapai adalah (100,00%). 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti Permulaan 
- - - - 100,00% 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti Permulaan 
- - 100,00% 100,00% 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 

Permulaan 
100,00% - 100,00% 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU: 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, mencapai nilai 

maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan extra effort yang dilakukan selama tahun 2024. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain melakukan percepatan terkait usulan bukti 

permulaan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 
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• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain dari hasil penelitian penggalian potensi 

pajak dan penerbitan himbauan, masih terdapat bahan baku untuk diusulkan bukti 

permulaan. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain beberapa usulan 

yang telah disampaikan ke kanwil DJP Banten namun atas usulan tersebut tidak dapat 

disetujui untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Serang Barat dalam mengatasi hal tersebut antara lain : 

- Percepatan usulan bukper ke Kanwil DJP Banten. 

- Percepatan penelitian atas Wajib Pajak yang sudah memenuhi unsur untuk diusulkan 

bukper. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Pembahasan secara periodik dengan seksi, Wajib Pajak yang akan diusulkan bukper. 

• Melakukan monitoring dan koordinasi dengan Kanwil DJP Banten terkait usulan bukper 

yang sedang diajukan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain risiko tidak diterimanya usulan bukper dimitigasi dengan melakukan 

koordinasi dengan pihak kanwil DJP Banten. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk perlakuan perpajakan 

yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Melakukan percepatan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa 

• Percepatan pengumpulan bahan baku dan usulan bukper. 

• Monitoring progress usulan bukper dan melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP 

Banten. 
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VIII. Data dan informasi yang berkualitas 

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung 

pengambilan keputusan.     

08a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi 

Perpajakan 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 15,25% 46,67% 46,67% 53,87% 53,87% 120,00% 120,00% 

Capaian 76,25 93,34 93,34 67,34 67,34 120,00 120,00 

Deskripsi IKU : 

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi 

perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan 

Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari 

masing-masing komponen sebagai berikut:     

• Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan. 

Kegiatan  Pengamatan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Petugas 

Pengamat  tanpa  diketahui  sasaran  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  dan 

memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.  

• Persentase penyediaan data potensi perpajakan. 

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki 

dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang 

diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat 

tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak 

(Lapangan). 

Formula IKU : 

 Persentase Penyelesaian 

Laporan Kegiatan 

Pengamatan 

= 

Realisasi penyelesaian laporan kegiatan pengamatan 

x faktor jangka waktu X 100% 

Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan 

 

Realisasi maksimal 120% 

 

Persentase penyediaan 

data potensi perpajakan 
= 

Jumlah produksi data lapangan 
X100% 

Jumlah target produksi data lapangan 

Realisasi maksimal 120% 

 
Persentase penyelesaian 

Laporan Pengamatan dan 

Penyediaan Data Potensi 

Perpajakan 

= 

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan 

Pengamatan +Persentase penyediaan data 

potensi perpajakan 
X100% 

2 

Realisasi IKU : 

No Uraian Realisasi Trajectory Capaian 

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan 120,00% 100,00% 120,00 

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan 120,00% 100,00% 120,00 
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Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di KPP 

Pratama Serang Barat sudah dilaksanakan secara efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase penyelesaian Laporan 

Pengamatan dan Penyediaan Data 

Potensi Perpajakan 

- - - - 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di KPP 

Pratama Serang Barat sudah dilaksanakan secara efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase penyelesaian Laporan 

Pengamatan dan Penyediaan Data 

Potensi Perpajakan 

  100.00% 120,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di KPP 

Pratama Serang Barat sudah dilaksanakan secara efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan 

dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 
100.00%  120,00% 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU : 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, mencapai nilai 

maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan extra effort yang dilakukan selama tahun 2024. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 

• Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pengamatan dilakukan secara 

efektif. 

• Menerbitkan laporan kinerja dalam rangka monitoring kegiatan penyediaan data 

perpajakan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :  

- Adanya data-data potensi perpajakan yang telah tersedia untuk ditindaklanjuti. 

- Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan pengamatan. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 
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- Tidak tersediannya data untuk ditindaklanjuti sebagai data perpajakan. 

- Kemampuan pegawai yang berbeda-beda untuk melaksanakan kegiatan 

pengamatan. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain : 

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengamatan dan tindaklanjut data 

melalui laporan kinerja secara periodic. 

- Menyelenggarakan IHT pengamatan dengan melibatkan Kanwil DJP Banten sebagai 

narasumber. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain: 

• Evaluasi dan monitoring kegiatan secara periodik melalui laporan kinerja. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain : 

• Risiko tidak tercapainya kegiatan pengamatan dan penyediaan data perpajakan 

dilakukan mitigasi dengan menerbitkan laporan kinerja secara periodik untuk memonitor 

progress kegiatan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk : 

• Perlakuan perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak 

dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Percepatan kegiatan penyediaan data perpajakan dan pengamatan. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodic. 

• Peningkatan pengetahuan pegawai mengenai kegiatan pengamatan dengan 

menyelenggarakan IHT dari narasumber yang kapabel. 
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08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **) 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 15,25% 46,67% 46,67% 53,87% 53,87% 120,00% 120,00% 

Capaian 76,25 93,34 93,34 67,34 67,34 120,00 120,00 

Deskripsi IKU : 

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber 

dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data 

regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat 

Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode 

tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk 

penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. 

Formula IKU : 

 

Realisasi IKU : 

No Uraian Realisasi Trajectory Capaian 

1. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 70,00% 55,00% 120,00 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (120,00%). Hal ini 

dikarenakan kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP yang dilakukan KPP Pratama 

Serang Barat sudah efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase penghimpunan data regional 

dari ILAP 
   88,57% 70,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (70,00%) diatas trajectory 

(55,00%). Hal ini dikarenakan kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP yang 

dilakukan KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024. 
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Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Persentase penghimpunan data regional 

dari ILAP 
  55,00% 70,00% 

Realisasi IKU di tahun 2024 sudah mencapai nilai maksimal (70,00%) diatas trajectory 

(55,00%). Hal ini dikarenakan kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP yang 

dilakukan KPP Pratama Serang Barat sudah efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase penghimpunan data regional dari 

ILAP 
55,00% - 70,00% 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU. 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, mencapai nilai 

maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan extra effort yang dilakukan selama tahun 2024. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 

• Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan secara efektif. 

• Menerbitkan laporan kinerja dalam rangka monitoring kegiatan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya data-data potensi perpajakan 

yang telah tersedia untuk ditindaklanjuti. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain tidak 

tersediannya data untuk ditindaklanjuti sebagai data perpajakan. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan melalui laporan 

kinerja secara periodik. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain melakukan 

evaluasi dan monitoring kegiatan secara periodik melalui laporan kinerja. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain risiko tidak realisasi IKU dimitigasi dengan adanya laporan kinerja 

secara periodik. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk antara lain perlakuan 

perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang 

berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 
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Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Percepatan tindaklanjut kegiatan pengumpulan data ILAP 

• Monitoring dan evaluasi kegiatan melalui laporan kinerja secara periodik. 

 

Learning & Growth  Perspective                                                                                                                                                          

IX. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas 

optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan 

kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. 

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Realisasi 120,00 120,00 120,00 110,41 110,41 116,16% 116,16% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 110,41 110,41 116.16 116.16 

Deskripsi IKU : 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 

yang berhubungan dengan pengembangan kebintalan Sumber Daya Manusia (SDM). 

• Tingkat kualitas kompetensi SDM 

- Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi 

manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; 

- Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan 

kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; 

• Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui 

program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan 

perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, 

bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK 

No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian 
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Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa 

nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang 

optimal. 

Formula IKU : 

 

Target Komponen 1

Triwulan I : 15

Triwulan II: 45

Triwulan III: 75

Triwulan IV: 90

Formula Komponen 

Kualitas Kompetensi

Nilai Jumlah Kegiatan

120 4 kegiatan

110 3 kegiatan

80 2 kegiatan

70 1 kegiatan

Indeks Nilai

4 100

3,50 - 3,99 80

2,50- 3,49 60

< 2,49 40

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

Jumlah pejabat struktural yang memenuhi
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Realisasi IKU : 

No Uraian Realisasi Trajectory Capaian 

1. Capaian Komponen 1 (Kualitas Kompetensi) 101,08% 90,00% 112,31% 

2. Capaian Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan 

Kebintalan SDM) 
110,00% 80,00% 120,00% 

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 

SDM di tahun 2024 mencapai 116,16% dikarenakan realisasi komponen 1 (112,31%) dan 

realisasi komponen 2 (120,00%). Realisasi komponen 1 belum memperoleh nilai maksimal 

dikarenakan terdapat pejabat di KPP Pratama Serang Barat yang tidak lulus ujian 

kompetensi. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tingkat Kualitas Kompetensi dan 

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 
    116,16% 

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 

SDM di tahun 2024 mencapai 116,16% dikarenakan realisasi komponen 1 (112,31%) dan 

realisasi komponen 2 (120,00%). Realisasi komponen 1 belum memperoleh nilai maksimal 

dikarenakan terdapat pejabat di KPP Pratama Serang Barat yang tidak lulus ujian 

kompetensi 

Nilai

110

100

80

50

Formula Komponen 

Pelaksanaan 

Kegiatan Kebintalan 

SDM

Contoh

Catatan:

1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon 

menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-

masing unit)

2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan 

program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I 

tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan

Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan 

komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah 

sebagai berikut:

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%)

= 109.03

Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03

3. Kepatuhan 

pelaporan

Waktu kepatuhan pelaporan

Triwulan I tgl 1 April 2024;

Triwulan II tgl 1 Juli 2024;

Triwulan III tgl 1 okt 2024;

Triwulan IV tgl 31 Des 2024;

(Batas waktu pelaporan dari 

Pejabat Administrator kepada 

Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama/Non-Eselon)

sebelum batas waktu

sesuai batas waktu

1- 3 hari setelah batas waktu

> 3 hari setelah batas waktu
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(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Tingkat Kualitas Kompetensi dan 

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 
  100,00% 116,16% 

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 

SDM di tahun 2024 diatas 100,00% dikarenakan pelaksanaan kegiatan sudah efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 

Kegiatan Kebintalan SDM 
100,00%  116,16% 

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 

SDM di tahun 2024 diatas 100,00% dikarenakan pelaksanaan kegiatan sudah efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU. 

Capaian kinerja IKU KPP Pratama Serang Barat di tahun 2024, mencapai nilai 

maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan extra effort yang dilakukan selama tahun 2024. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :  

• Mengusulkan peningkatan kompetensi pegawai yang belum memenuhi tingkat 

kompetensi tertentu. 

• Melakukan monitoring atas pegawai yang belum melaksanakan kegiatan JPM. 

• Mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan baik diklat maupun IHT dalam rangka 

peningkatan kapasitasnya. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

- Adanya sarana yang disediakan untuk pemenuhan JPM melalui kegiatan online. 

- Adanya tema dan jadwal yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan kebintalan 

SDM. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 

- Tingkat kesadaran pegawai yang berbeda dalam melakukan peningkatan 

kapasitasnya. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan JPM dan 

pemberian motivasi di dalam kegiatan kantor. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 
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Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain melakukan 

evaluasi dan monitoring kegiatan secara periodik. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain Rendahnya kapasitas yang dimiliki pegawai sehingga menghambat 

tercapainya target yang telah ditetapkan dimitigasi risiko dengan : 

• Melaksanakan IHT, Sosialisasi, Bimtek, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan 

kompetensi pegawai 

• Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan E-Learning kepada pegawai 

• Penyampaian usulan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, 

maupun diklat untuk meningkatkan kompetensi 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk antara lain perlakuan 

perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang 

berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Melaksanakan IHT, Sosialisasi, Bimtek, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan 

kompetensi pegawai 

• Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan E-Learning kepada pegawai 

• Penyampaian usulan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, 

maupun diklat untuk meningkatkan kompetensi 

a. 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target N/A N/A N/A 85 85 85 85 

Realisasi N/A N/A N/A 100 100 92 92 

Capaian #VALUE! #VALUE! #VALUE! 117,65 117,65 108,76 108,76 
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Deskripsi IKU: 

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat 

capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden 

eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: 

• pelayanan perpajakan; 

• pengawasan kepatuhan; 

• pemeriksaan pajak; 

• penagihan pajak. 

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan 

Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan; 

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan 

Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan 

kepatuhan perpajakannya; 

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan 

Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan 

pemeriksaan pajak; 

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan 

Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; 

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian: 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat 

Jenderal Pajak (minus 5) 

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud 

(minus 6) 

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei 

sesuai keinginan unit (minus 3) 

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH*  (minus 3) 

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang 

menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat 

KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas 

Direktur KITSDA. 

Formula IKU : 

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + 

(25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi 

Realisasi IKU : 

Realisasi IKU di tahun 2024, mencapai nilai (92,00) dengan target di Q4 (85,00) maka 

capaian IKU ini di tahun 2024 adalah (108,76). Realisasi IKU ini belum mencapai angka 

maksimal dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang dipilih sebagai responden tidak 

melakukan pengisian survey. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Penilaian Integritas Unit - 98,05 94,26 96,18 92,00 
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Realisasi IKU ini di tahun 2024, pencapaiannya paling rendah dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan semakin maraknya penipuan 

mengatasnamakan DJP kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak yang dijadikan 

responden untuk mengisi survey menjadi tidak percaya dan ragu dengan kebenaran link 

survey yang dikirimkan oleh DJP. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Indeks Penilaian Integritas Unit - - 100,00 92,00 

Realisasi IKU ini di tahun 2024 belum bisa mencapai target dikarenakan semakin 

maraknya penipuan mengatasnamakan DJP kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak 

yang dijadikan responden tidak mengisi link survey yang dikirimkan oleh DJP. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Penilaian Integritas Unit 100,00 - 92,00 

Realisasi IKU ini di tahun 2024 belum bisa mencapai target dikarenakan semakin 

maraknya penipuan mengatasnamakan DJP kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak 

yang dijadikan responden tidak mengisi link survey yang dikirimkan oleh DJP. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU : 

Selama tahun 2024, telah berupaya untuk pencapaian target IKU, kegiatan yang 

dilakukan antara lain : 

• Pemilihan responden survey yang selektif. 

• Melakukan monitoring hasil survey secara periodic 

• Mengingatkan responden untuk mengisi survey secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

- Adanya data Wajib Pajak yang akan dijadikan responden. 

- Meningkatnya kepercayaan Wajib pajak kepada KPP Pratama Serang Barat. 

- Adanya kegiatan monitoring yang dilakukan secara periodik. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 

- Banyaknya penipuan yang dikirimkan melalui aplikasi WA mengatasnamakan DJP. 

- Rumitnya pengisian survey. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak dan meyakinkanya 

bahwa link tersebut adalah benar dikirimkan dari DJP secara resmi dan bukan penipuan. 
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Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain : 

• Melakukan profiling atas responden yang akan mengisi survey. 

• Melakukan monitoring hasil survey secara periodik. 

• Menghubungi Wajib Pajak (responden) untuk melakukan pengisian survey. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain : 

• Risiko adanya responden tidak melakukan pengisian survey dimitagasi dengan profiling 

atas responden yang dipilih dan menghubungi responden secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk antara lain perlakuan 

perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang 

berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Profiling calon responden dan monitoring hasil survey. 

09c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko  

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 23 47 47 70 70 90 90 

Realisasi 23,30 40,23 40,23 82,18 82,18 98,24 98,24 

Capaian 101,30 85,60 85,60 117,40 117,40 109,16 109,16 

Deskripsi IKU: 

Indeks yang mengukur kegiatan implementasi Manajemen Kerja dan Manajemen Risiko 

Organisasi. 
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(a). Implementasi Manajemen Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai 

berikut: 

• Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja ; Indeks pelaksanaan program budaya 

kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: 

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan 

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan 

disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.  

• Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja 

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan 

kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. 

Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA 

dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan 

kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar 

penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas 

pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. 

Keterangan: Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP. 

(b). Implementasi Manajemen Risiko. 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap 

pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan 

terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada 

tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam 

pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan 

pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi 

dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan 

KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, 

Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Review. Rencana Mitigasi Risiko merupakan 

rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran 

dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan 

rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari 

Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah 

sebagai berikut: 

• Administrasi dan Pelaporan 

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu.  

- Pelaksanaan Rapat Pemantauan  Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi 

dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang 

menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko. 

- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu. 

Formula IKU : 

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks 

Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko 
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Realisasi IKU : 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU yang diperoleh adalah sebesar (98,24%) dengan nilai 

capaian (109,16). Realisasi dan capaian IKU ini dikarenakan kegiatan implementasi 

Manajemen Kinerja da Manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif oleh KPP 

Pratama Serang Barat. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan manajemen 

risiko 

- - - - 98,24 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU yang diperoleh adalah sebesar (98,24%) dengan nilai 

capaian (109,16). Realisasi dan capaian IKU ini dikarenakan kegiatan implementasi 

Manajemen Kinerja da Manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif oleh KPP 

Pratama Serang Barat. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan manajemen 

risiko 

  90,00% 98,24 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU yang diperoleh adalah sebesar (98,24%) dengan nilai 

capaian (109,16). Realisasi dan capaian IKU ini dikarenakan kegiatan implementasi 

Manajemen Kinerja da Manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif oleh KPP 

Pratama Serang Barat. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks efektivitas implementasi manajemen 

kinerja dan manajemen risiko 
90,00%  98,24 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU yang diperoleh adalah sebesar (98,24%) dengan nilai 

capaian (109,16). Realisasi dan capaian IKU ini dikarenakan kegiatan implementasi 

Manajemen Kinerja da Manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif oleh KPP 

Pratama Serang Barat. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Selama tahun 2024, telah berupaya untuk pencapaian target IKU, kegiatan yang 

dilakukan antara lain : 

• Melaksanakan kegiatan Manajeman Kinerja dan Manajemen Risiko secara efektif. 
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• Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang berkaitan dengan Manajemen 

Kinerja dan Risiko secara periodik. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

- Terdapat panduan dalam melaksanakan Manajemen Kinerja dan Risiko. 

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang berkaitan dengan 

Manajemen Kinerja dan Risiko secara periodik.  

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 

- Tingkat pemahaman yang berbeda-beda terkait implementasi Manajemen Risiko 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti IHT yang 

diselenggarakan oleh Kanwil DJP terkait Manajemen Risiko. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain : 

• Pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait Manajemen Kinerja dan Risiko secara 

periodik. 

• Peningkatan pemahaman pegawai mengenai risiko organisasi dengan 

mengikutsertakan dalam kegiatan IHT. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain : 

• Risiko tidak tercapaianya target IKU dimitigasi dengan kegiatan pemantauan dan 

evaluasi secara periodik. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk antara lain perlakuan 

perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang 

berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 
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(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Peningkatan pemahaman pegawai mengenai Manajemen Kinerja dan Risiko. 

• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang berkaitan dengan 

Manajemen Kinerja dan Risiko. 

X. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan 

dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi 

berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan 

terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan 

diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. 

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 

(1). Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

Target/ 

Realisasi 
Q1 Q2 Sm I Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,00 91,00 

Realisasi 79,9 105,26 105,26 120,00 120,00 120,00 120,00 

Capaian 79,90 105,26 105,26 120,00 120,00 109,89 120,00 

Deskripsi IKU: 

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola 

sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan 

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi 

output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.     

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam 

ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: 

(a). 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 

(b). 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. 

Formula IKU : 

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 

pasal (7). 

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) 

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100) 

 

Indeks Tw IV Formula Konversi Tw IV Kriteria Indeks 

120 120 Realisasi IKKPA > 95,00 

100 < X < 120 
100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 

0,2 ** 

(91,00<Realisasi 

IKKPA<95,00) 

100 100 Realisasi IKKPA = 91,00 

80 < X < 100 
80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 

0,55 * 

(80,00<Realisasi 

IKKPA<91,00) 

80 80 Realisasi IKKPA = 80,00 

79,9 79,9 Realisasi IKKPA < 80,00 

Realisasi IKU : 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU mencapai nilai maksimal (120,00) yang terdiri dari Nilai 

SMART (100,00) dan Nilai IKPA (100,00). Pencapaian IKU di tahun 2024 dikarenakan 



LAKIN KPP PRATAMA SERANG BARAT TAHUN 2024 101 

 

pelaksanaan dan pemantauan kinerja anggaran di KPP Pratama Serang Barat telah 

berjalan secara efektif. 

(2). Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 

Nama IKU 
Kinerja Realisasi IKU 

2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran 
- - - 120,00 120,00 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU mencapai nilai maksimal (120,00) yang terdiri dari Nilai 

SMART (100,00) dan Nilai IKPA (100,00). Pencapaian IKU di tahun 2024 dikarenakan 

pelaksanaan dan pemantauan kinerja anggaran di KPP Pratama Serang Barat telah 

berjalan secara efektif. 

(3). Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Dokumen Kinerja 

Target Th 

2024 Renstra 

DJP 

Target  

Th 2024 

RPJMN 

Target  

Th 2024  

PK 

Realisasi  

2024 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran 
- - 100,00 120,00 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU mencapai nilai maksimal (120,00) yang terdiri dari Nilai 

SMART (100,00) dan Nilai IKPA (100,00). Pencapaian IKU di tahun 2024 dikarenakan 

pelaksanaan dan pemantauan kinerja anggaran di KPP Pratama Serang Barat telah 

berjalan secara efektif. 

(4). Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Standar 

Nasional 

(APBN) 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00  120,00 

Pada tahun 2024, Realisasi IKU mencapai nilai maksimal (120,00) yang terdiri dari Nilai 

SMART (100,00) dan Nilai IKPA (100,00). Pencapaian IKU di tahun 2024 dikarenakan 

pelaksanaan dan pemantauan kinerja anggaran di KPP Pratama Serang Barat telah 

berjalan secara efektif. 

(5). Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

Selama tahun 2024, telah berupaya untuk pencapaian target IKU, kegiatan yang 

dilakukan antara lain : 

• Pengolaan anggaran yang selektif dan efisien. 

• Melakukan kegiatan perencanaan dan evaluasi atas kinerja anggaran secara periodik. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan 

faktor pendorong penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, antara lain: 

• Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

- Adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi anggaran yang diadakan secara rutin. 

• Faktor yang mendorong terjadinya penurunan realisasi IKU antara lain : 
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- Adanya kegiatan yang belum ada pengganggarannya. 

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat dalam mengatasi 

hal tersebut antara lain melakukan perencanaan dan revisi anggaran. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, terkait dengan penggunaan 

sumber daya antar lain adalah pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisian untuk 

digunakan di dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU pajak di tahun 2024, program-program yang 

telah dijalankan KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024 antara lain : 

• Adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi anggaran yang diadakan secara rutin. 

Di dalam usaha pencapaian kinerja IKU di tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat 

terdapat risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko 

tersebut antara lain : 

• Risiko tidak tercapaianya target IKU dimitigasi kegiatan perencanaan dan evaluasi 

anggaran yang diadakan secara rutin dan usulan revisi anggaran. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga berkontribusi Gender Equality, 

Disability, and Social Inclusion (GEDSI), antara lain dalam bentuk antara lain perlakuan 

perpajakan yang setara tanpa membedakan gender terhadap Wajib Pajak dalam hal yang 

berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Capaian kinerja KPP Pratama Serang Barat juga medukung terkait upaya pemerintah 

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kontribusi 

penerimaan pajak KPP Pratama Serang Barat membiayai Pembangunan nasional yang 

bisa digunakan : 

• Sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi 

terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

• Sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi 

masyarakat. 

• Sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan 

dan mengurangi ketidaksetaraan gender. 

• Sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, 

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung 

tunai. 

(6). Rencana aksi KPP Pratama Serang Barat di tahun 2025 sebagai berikut : 

• Pengumpulan rencana kegiatan setiap unit/seksi di lingkungan KPP Pratama Serang 

Barat. 

• Melakukan rencana anggaran atas setiap kegiatan. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin. 

B. Realisasi anggaran 

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 11 Januari 2025, 

realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Serang Barat TA 2024 adalah sebesar 

Rp.7.282.600.997,- atau mencapai 97,62% dari total pagu 2024 sebesar  

Rp.7.460.297.000,- . 
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Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Serang Barat, pada 

TA 2024, KPP Pratama Serang Barat melaksanakan 5 (lima) kegiatan. Adapun realisasi 

DIPA atas kegiatan tersebut pada TA 2024 adalah sebagai berikut : 

Nama Kegiatan Pagu 
Realisasi 

Pagu 
% 

Realisasi 

1. Ekstensifikasi dan Penerimaan Negara 664.872.000 655.374.482 98,57% 

2. Pelayanan, komunikasi dan Edukasi 550.868.000 528.840.936 96,00% 

3. Pengawasan dan penegakan hukum 428.389.000 410.765.432 95,89% 

4. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum 5.058.136.000 4.949.466.147 97,85% 

5. Pengelolaan Organisasi dan SDM 758.032.000 738.154.000 97,38% 

Total Pagu 7.460.297.000 7.282.600.997 97,62% 

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Selama tahun 2024, kgiatan efisensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan 

KPP Pratama Serang Barat antara lain pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya 

dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip 

hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah 

direncanakan dalam DIPA. 

D. Kinerja Lain-Lain 

Selama tahun 2024, KPP Pratama Serang Barat belum mendapat penghargaan terkait 

kinerja lainnya.  

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntanbilitas Kinerja 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang 

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta 

pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan KementerianKeuangan; dan 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Evaluasi atas implementasi AKIP DJP tahun kinerja 2022 yang dilaksanakan pada 

tahun 2023 telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan sesuai 

dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-480/IJ/IJ.1/2023 tanggal 16 Maret 2023 

dan ST-45/IJ.2/2023 tanggal 13 April 2023 yang dituangkan dengan nama Penugasan 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Pajak. 
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Untuk KPP Pratama Serang Barat untuk evaluasi atas implementasi AKIP belum 

pernah dilakukan olet Inspektorat Jenderal. 

KPP Pratama Serang Barat juga melakukan evaluasi dan langkah-langkah yang dapat 

diambil dalam rangka peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. Evaluasi terutama 

atas kinerja IKU-IKU yang masih memperoleh warna kuning. Hasil evaluasi dan Langkah-

langkah tersebut antara lain : 

1. Evaluasi atas capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Capaian IKU ini selama tahun 2024 masih 

memperoleh nilai dibawah (100,00) terutama capaian realisasi deviasi proyeksi 

penerimaan kas. Untuk meningkatkan kinerja IKU di tahun yang akan datang terutama 

proyeksi penerimaan kas antara lain: 

- Dilakukan indentifikasi seluruh potensi penerimaan kas yang akan masuk terutama 

dengan memanfaatkan data-data yang disediakan dari aplikasi yang ada. 

- Melakukan konfirmasi terkait kepastian pembayaran atas potensi penerimaan yang 

masuk . 

- Meningkatan intensitas rapat terutama dalam melakukan prognosa penerimaan. 

2. Evaluasi atas capaian efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 

tepat waktu. Capaian IKU ini selama tahun 2024 masih memperoleh nilai dibawah 

(100,00) terutama dari kurangnya penyediaan bahan baku pemeriksaan. Untuk langkah 

perbaikan kedepannya, perlu dilakukan upaya penyediaan bahan baku terutama yang 

berasal dari analisis laporan keuangan, pemanfaatan data ILAP, analisis proses bisnis 

dan hasil kegiatan pengamatan potensi pajak. 
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BAB IV   PENUTUP 

KPP Pratama Serang Barat merupakan salah satu instansi di bawah DJP mengemban 

tanggung jawab yang besar atas penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari porsi penerimaan 

pajak dalam struktur penerimaan negara pada APBN yang terus mengalami peningkatan. Dalam 

mengemban tanggung jawab tersebut, kinerja KPP Pratama Serang Barat diukur melalui suatu 

Perjanjian Kinerja yang terdiri dari serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sub-IKU. Pada 

tahun 2024, untuk keempat kalinya secara berturut-turut KPP Pratama Serang Barat berhasil 

memenuhi target utama penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar (101,66%) dari target 

yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai KPP 

Pratama Serang Barat serta kerjasama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai 

wajib pajak Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, 

mitra, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian 

target dan pencapaian strategis KPP Pratama Serang Barat selama tahun 2024. Prestasi yang 

kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan 

pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Laporan Kinerja (LAKIN) ini 

disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah 

dilakukan oleh KPP Pratama Serang Barat serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 

untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan. Dalam mencapai kinerja pada tahun 2024, 

tantangan dan hambatan yang dihadapi di antaranya adalah meningkatnya target penerimaan 

pajak yang terus meningkat sedangkan kontribusi penerimaan terbesar masih bersumber dari 

pembayaran pajak dari realisasi APBD/N.  

Namun demikian, KPP Pratama Serang Barat menjawab tantangan dan hambatan 

tersebut melalui peningkatan kinerja pengawasan PPM dan PKM, termasuk peningkatan 

efisiensi proses internal, peningkatan kapasitas pegawai, serta penguatan kerja sama dengan 

lembaga terkait dan pemangku kepentingan. Untuk masa yang akan datang, KPP Pratama 

Serang Barat terus berkomitmen untuk berinovasi didalam melakukan inovasi terkait 

pengawasan penerimaan pajak, peningkatan pemberian pelayanan pajak, edukasi dan 

penyuluhan. Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Serang Barat berkomitmen 

untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan dengan tetap 

mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas. Kami percaya 

bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, KPP Pratama Serang Barat 

akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG BARAT  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Penerimaan negara dari sektor 
pajak yang optimal

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100%

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas

100

2 Kepatuhan tahun berjalan yang 
tinggi

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM)

100%

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 
Badan dan Orang Pribadi

100%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya 
yang tinggi

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM)

100%

4 Edukasi dan pelayanan yang 
efektif

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor 
dan bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan

74%

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan 
Efektivitas Penyuluhan

100

5 Pengawasan pembayaran masa 
yang efektif

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran 
masa

90%

6 Pengujian kepatuhan material yang
efektif

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau keterangan

100%

06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain 
Tahun Berjalan

100%

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

100%

7 Penegakan hukum yang efektif 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 
Penilaian

100%

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75%

07c-N Persentase penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti Permulaan

100%



No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

8 Data dan informasi yang 
berkualitas

08a-CP Persentase penyelesaian Laporan 
Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi 
Perpajakan

100%

08b-CP Persentase penghimpunan data 
regional dari ILAP

55%

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM 
yang adaptif

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

100%

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85

09c-N Indeks Efektivitas Implementasi 
Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

90

10 Pengelolaan keuangan yang 
akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran

100

Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran

A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 1.834.553.000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara Rp 836.270.000

2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp 555.868.000

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp 442.415.000

B. Program Dukungan Manajemen Rp 5.625.744.000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp 4.867.712.000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp 758.032.000

Total Rp 7.460.297.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Banten

Serang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat

                          Ttd1

Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

                                 Ttd1

Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG BARAT

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode
SS/IKU SS dan IKU

Target
Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

01a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak

15% 40% 40% 65% 65% 100% 100%

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas

100 100 100 100 100 100 100

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

02a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM)

15% 40% 40% 65% 65% 100% 100%

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

03a-CP Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM)

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor 
dan bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan

10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan 
Efektivitas Penyuluhan

5% 5% 10% 5% 15% 85% 100%

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran
masa

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau 
keterangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Kode
SS/IKU SS dan IKU

Target
Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain 
Tahun Berjalan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 
waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Penegakan hukum yang efektif

07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 
Penilaian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%

07c-N Persentase penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti Permulaan

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

8 Data dan informasi yang berkualitas

08a-CP Persentase penyelesaian Laporan 
Pengamatan dan Penyediaan Data 
Potensi Perpajakan

20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%

08b-CP Persentase penghimpunan data 
regional dari ILAP

10% 25% 25% 40% 40% 55% 55%

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 
SDM

100 100 100 100 100 100 100

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 85

09c-N Indeks Efektivitas Implementasi 
Manajemen Kinerja dan Manajemen 
Risiko

23 47 47 70 70 90 90

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran

100 100 100 100 100 100 100

Serang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Serang Barat,

          Ttd1

Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG BARAT

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No IKU
Inisiatif

Strategis
Output/

Outcome
Trajectory Periode

Pelaksanaan
Penanggung

Jawab
Biaya
(Rp)Kegiatan Output

1. Persentase 
perubahan 
perilaku lapor
dan bayar 
atas kegiatan 
edukasi dan 
penyuluhan

Meningkatkan 
layanan 
pembuatan 
NPWP 
terhadap WP 
Badan dan OP
non karyawan 
baru.

Perubahan perilaku 
Wajib Pajak 
menjuju 
peningkatan 
kepatuhan 
pembayaran pajak 
serta penyampaian 
SPT Tahunan WP 
Badan dan Orang 
Pribadi Non 
Karyawan

Q1: Melakukan cleansing 
data terhadap Wajib Pajak
yang baru terdaftar.
Q2: Menyiapkan bahan 
serta perlengkapan terkait 
kegiatan sosialisasi yang 
akan dilaksanakan.
Q3: Menentukan jadwal 
sosialisasi yang akan 
dilaksanakan.
Q4: Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan 
sosialisasi terhadap Wajib 
Pajak Badan dan OP Non 
Karyawan Baru

Q1: Daftar NPWP 
Wajib Pajak Badan 
dan OP Non 
Karyawan Baru.
Q2: Bahan Kegiatan 
serta tersedianya 
sarana dan 
prasarana.
Q3: Jadwal 
melakukan sosialisasi
kepda Wajib Pajak.
Q4: Hasil monitoring 
dan evaluasi Wajib 
Pajak baru.

Januari s.d. 
Desember 2024

Seksi Pengawasan
1 s.d. 6;
Tim Fungsional 
Penyuluh; dan 
Seksi Pelayanan

2. Persentase 
penyelesaian 
Laporan 
Pengamatan 
dan 
Penyediaan 

Pengumpulan 
Data Terkait 
melalui 
Laporan 
Keuangan, 
Pelaporan 

Tersedianya data 
untuk penggalian 
potensi perpajakan 
di KPP Wajib Pajak 
Terdaftar maupun 

Q1 : Membentuk tim 
penyediaan data dan 
potensi perpajakan.
Q2 : Penginputan data 
terkait di  Excel yang 
kemudian diupload ke 

Q1 : Struktur Tim 
Penyediaan data dan 
potensi perpajakan.
Q2 : Data yang telah 
siap untuk 
ditindaklanjuti oleh 

Januari s.d. 
Desember 2024

Seksi Pengawasan
1 s.d. 6



No IKU
Inisiatif

Strategis
Output/

Outcome
Trajectory Periode

Pelaksanaan
Penanggung

Jawab
Biaya
(Rp)Kegiatan Output

Data Potensi 
Perpajakan

SPT KPP Luar Wilayah dalam Drive agar dapat 
diakses oleh pegawai.
Q3 : Memanfaatkan data 
yang sudah tersedia untuk
dijadikan bahan 
penggalian potensi data.
Q4 : Melakukan 
monitoring terkait data 
potensi

Account 
Representative.
Q3 : Data telah 
ditindaklanjuti oleh 
AR yang 
bersangkutan, 
dimana data tersebut 
dapat menjadi 
SP2DK dan LHP2DK
Q4 : Hasil monitoring 
terkait pemanfaatan 
data potensi

3. Tingkat 
Kualitas 
Kompetensi 
dan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Kebintalan 
SDM

Mendaftarkan 
pegawai untuk 
mengikuti 
diklat atau IHT,
guna 
menambah 
wawasan dan 
kemampuanny
a dalam 
bekerja

Diklat, IHT Pegawai Q1 : Mencari bahan materi
terkait pelaksanaan diklat 
atau IHT
Q2 : Membuat Nota Dinas 
terkait pelaksanaan diklat 
atau IHT
Q3 : Membuat laporan 
evaluasi pelaksanaan 
diklat atau IHT
Q4 : Melakukan 
monitoring dan evaluasi 
hasil dari diklat atau IHT 
yang sudah dilaksanakan 
oleh pegawai terkait

Q1 : Konsep bahan 
diklat atau IHT.
Q2 : Nota Dinas 
pelaksanaan diklat 
atau IHT.
Q3 : Laporan 
evaluasi pelaksanaan
diklat atau IHT.
Q4 : Laporan hasil 
kegiatan diklat atau 
IHT yang telah 
dilaksanakan

Januari s.d. 
Desember 2024

Subbagian Umum 
dan Kepatuhan 
Internal



No IKU
Inisiatif

Strategis
Output/

Outcome
Trajectory Periode

Pelaksanaan
Penanggung

Jawab
Biaya
(Rp)Kegiatan Output

4. Tingkat 
efektivitas 
pemeriksaan 
dan penilaian

Pemeriksaan 
post audit 
untuk Wajib 
Pajak yang 
berstatus 
pengembalian 
pendahuluan

Wajib Pajak dengan
status PKP risiko 
rendah yang akurat

Q2: Membentuk Satgas 
Tim Pemeriksa dan 
menyiapkan Daftar 
Nominatif Status 
Pengembalian 
Pendahuluan
Q3: Melakukan 
pemeriksaan post audit 
terhadap Wajib Pajak 
yang berstatus 
pengembalian 
pendahuluan
Q4: Melakukan 
pemeriksaan post audit 
terhadap Wajib Pajak 
yang berstatus 
pengembalian 
pendahuluan

Q2: Satgas Tim 
Pemeriksa dan Daftar
Nominatif Wajib 
Pajak berstatus 
pengembalian 
pendahuluan
Q3: Laporan Hasil 
Pemeriksaan
Q4: Laporan Hasil 
Pemeriksaan

April s.d. 
Desember 2024

Seksi 
Pemeriksaan, 
Penilaian, dan 
Penagihan;
Seksi Pelayanan; 
Seksi Pengawasan
1 s.d. 6

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Barat

                Ttd1

Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA Taufiq, S.E., M.T. NAMA Cucu Supriatna
NIP 197210221992121002 NIP 196504021992011001
PANGKAT/
GOL RUANG

Pembina Tingkat I, IV/b PANGKAT/
GOL RUANG

Pembina Utama Madya, IV/d

JABATAN Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Serang Barat

JABATAN Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak 
Banten

UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Banten

UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Banten

NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(1) (2) (3) (4) (5)
A. UTAMA

1. Penerimaan Negara dari Sektor
Pajak yang Optimal
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

100 Penerima Layanan

3. Kepatuhan tahun berjalan yang 
tinggi
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

100% Penerima Layanan

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan 
dan Orang Pribadi

100% Penerima Layanan

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

100% Penerima Layanan



6. Edukasi dan pelayanan yang 
efektif
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

74% Proses Bisnis

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 
Penyuluhan

100% Proses Bisnis

8. Pengawasan pembayaran 
masa yang Efektif
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Persentase pengawasan pembayaran masa 90% Proses Bisnis

9. Pengujian kepatuhan material 
yang efektif
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan

100% Proses Bisnis

10. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun 
Berjalan

100% Proses Bisnis

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu

100% Proses Bisnis

12. Penegakan Hukum yang Efektif
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100% Proses Bisnis

13. Tingkat efektivitas penagihan 75% Proses Bisnis

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan 
Bukti Permulaan

100% Proses Bisnis

15. Data dan Informasi yang 
berkualitas
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan 
dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

100% Proses Bisnis

16. Persentase penghimpunan data regional dari 
ILAP

55% Proses Bisnis

17. Pengelolaan Organisasi dan 
SDM yang adaptif

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 
Kegiatan Kebintalan SDM

100 Penguatan Internal
atau Anggaran



18. (Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Indeks Penilaian Integritas Unit 85 Penguatan Internal
atau Anggaran

19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen 
Kinerja dan Manajemen Risiko

90 Penguatan Internal
atau Anggaran

20. Pengelolaan keuangan yang 
akuntabel
(Penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah Jenderal Pajak Banten)

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 Penguatan Internal
atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1 Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh
pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak
berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan
perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. 

2 Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai
situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan
kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

3 Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah

- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung
jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja



PERILAKU KERJA

secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan
upaya pengembangan kompetensi diri.

4 Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan
serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan
derajat, hak, dan kewajiban.

5 Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, setia pada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemerintahan yang sah

- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,
Instansi, dan Negara

- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai
situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan
kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

6 Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam
upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang
perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

7 Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan
nilai tambah

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya
untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan
serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan
derajat, hak, dan kewajiban. 



31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ttd1

Ditandatangani secara elektronik

Taufiq

197210221992121002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ttd1

Ditandatangani secara elektronik

Cucu Supriatna

196504021992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 90 pegawai

2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No IKI
Target

Q1 Q2 Smt.1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

1 Persentase realisasi penerimaan pajak 15% 40% 40% 65% 65% 100% 100%

2 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas

100 100 100 100 100 100 100



3 Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM)

15% 40% 40% 65% 65% 100% 100%

4 Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 
Badan dan Orang Pribadi

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%

5 Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM)

25% 50% 50 75% 75% 100% 100%

6 Persentase perubahan perilaku lapor dan 
bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan

10% 40% 40 60% 60% 74% 74%

7 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas
Penyuluhan

5% 5% 10% 5% 15% 85% 100%

8 Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 90% 90 90% 90% 90% 90%

9 Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau keterangan

100% 100% 100 100% 100% 100% 100%

10 Persentase Pemanfaatan Data Selain 
Tahun Berjalan

100% 100% 100 100% 100% 100% 100%

11 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak KPP tepat waktu

100% 100% 100 100% 100% 100% 100%

12 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 
Penilaian

100% 100% 100 100% 100% 100% 100%

13 Tingkat efektivitas penagihan 15% 30% 30 45% 45% 75% 75%



14 Persentase penyampaian usul Pemeriksaan
Bukti Permulaan

25% 50% 50 75% 75% 100% 100%

15 Persentase penyelesaian Laporan 
Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi 
Perpajakan

20% 50% 50 80% 80% 100% 100%

16 Persentase penghimpunan data regional 
dari ILAP

10% 25% 25 40% 40% 55% 55%

17 Tingkat Kualitas Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

100 100 100 100 100 100 100

18 Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 85

19 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen
Kinerja dan Manajemen Risiko

23 47 47 70 70 90 90

20 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran

100 100 100 100 100 100 100

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.



31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ttd1

Ditandatangani secara elektronik

Taufiq

197210221992121002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ttd1

Ditandatangani secara elektronik

Cucu Supriatna

196504021992011001


